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RINGKASAN

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia.
Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang
harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun
tidak lepas dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak
pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang
mengatur persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat
diperlukan semua pihak supaya tidak ada yang dirugikan. Permasalahan praktik
persekongkolan tender yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan
Usaha dalam putusannya nomor 42/KPPU-L/2010 ini, yang pada dasarnya
terdapat unsur korupsi antara panitia tender dengan peserta tender.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini
ialah (1) Apakah kerjasama yang dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana
dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan Panitia pengadaan dapat dikategorikan
sebagai persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
dan (2) Apakah yang menjadi Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam
Putusan Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan Kapal Patroli kelas c
program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik
Indonesia?.

Tujuan mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut meliputi tujuan
umum yakni, melengkapi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember, serta tujuan Kkhusus untuk mengetahui dan menganalisa
apakah kerjasama tender yang dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana
dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor Ill dapat dikategorikan sebagai
persekongkolan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan
menggunakan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama,
dalam perkara Persekongkolan Tender pengadaan Kapal Patroli kelas ¢ program
kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor 1l dan Terlapor Il dapat
dikategorikan sebagai persekongkolan tender. Adapun kerjasama yang dilakukan
Terlapor | dengan Terlapor Il dan Terlapor 11l pada kasus Persekongkolan Tender
pengadaan Kapal Patroli kelas ¢ program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat digolongkan menjadi dua yaitu,
pertama, Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor Il dengan cara
melakukan persaingan semu yang seakan-akan memfasilitasi Terlapor I. Kedua,
Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor 111 dengan
cara Terlapor | mengajukan harga penawaran harga yang tidak wajar yaitu Rp.
6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)/unit kapal dari harga hasil perhitungan
Saksi Ahli Bidang Perkapalan yaitu Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)/unit
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kapal, tetapi terlapor Ill justru memenangkan Terlapor | yang justru akan
merugikan negara. Kedua, Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum tepat dalam
memutus dugaan pelanggaran tersebut dengan alasan dan pertimbangan-
pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum dan perundang-undangan
yang terkait. Oleh karena itu, Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010 dinilai
belum menerapkan asas keadilan dan pendekatan Rule Of Reason secara tepat dan
cermat.

Saran dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) harus lebih teliti dan adil dalam menjatuhkan putusan
kasus-kasus yang dihadapi. Majelis Komisi seharusnya menjatuhkan sanksi
pidana pokok kepada para Terlapor yang terbukti melakukan penyimpangan-
penyimpangan mekanisme dalam pelaksanaan tender. Kedua, pelaku usaha juga
harus ikut berperan aktif dalam membantu menciptakan dan mewujudkan iklim
persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Selain itu, masyarakat juga harus ikut
berkontribusi dalam penanganan kasus terkait persaingan usaha yang diketahuinya
dan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak yang berwajib, agar kedepannya
diharapkan dapat tercipta persaingan usaha yang sehat. Ketiga, Pemerintah
hendaknya lebih selekif lagi dan hati-hati dalam memberikan kebijakan pemberian
proyek kepada para peserta tender, agar kedepannya negara tidak rugi akibat Mark
Up.

Xiil
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia.
Dunia yang kita kenal sekarang ini adalah hasil dari persaingan manusia dalam
berbagai aspek. Persaingan yang dilakukan secara terus-menerus untuk saling
mengungguli membawa manusia berhasil menciptakan hal-hal baru dalam
kehidupan yang berangsur-angsur menuju arah yang semakin maju dari
sebelumnya. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak,
persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi
dan bisnis pun tidak lepas dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini
dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena
itu, hukum yang mengatur persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi
dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada yang dirugikan.?

Persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana pelaku usaha dipaksa
menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan
jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya dimungkinkan bila ada dua
pelaku usaha atau lebih menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan
dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha
menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas, dan
pelayanan.®

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan instrumen penting dalam mendorong
terciptanya efisiensi ekonomi dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang

sama bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi Undang-Undang

%Jerio Hallean, Makalah Hukum Persaingan Usaha: Kartel. http://www.academia.edu/
6545337/ makalah_hukum_persaingan_usaha_kartel, 2014, diakses pada tanggal 15 Maret 2015,
Pukul 22:25 WIB.

%Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Impikasi Penerapannya
di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, 2009, hal. 2.
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Nomor 5 Tahun 1999 perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep Law as
a Tool to Encourage Economic Efficiency.*

Salah satu hal penting dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
adalah pengaturan mengenai pembentukan sebuah lembaga independen yang
berwenang menangani masalah terkait dengan persaingan usaha tidak sehat yang
disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut KPPU.
Sejak dibentuknya KPPU banyak sekali kasus yang ditanganinya, salah satunya
tentang persekongkolan tender. Tender mempunyai maksud sebagai tawaran
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan guna, mengadakan barang-
barang atau untuk menyediakan jasa.’

Berbagai macam kegiatan persekongkolan yang dilakukan yaitu penetapan
harga, manipulasi lelang, atau juga kolusi dalam tender.® Tindakan
persekongkolan dalam penentuan pemenang tender ini dapat berlangsung dalam
semua kegiatan tender mulai dari perencanaan, pembuatan persyaratan oleh
pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara sesama pelaku
usaha atau peserta tender, hingga pada pengumuman pemenang tender.

Dalam kenyataannya, banyak sekali tindakan-tindakan persekongkolan
yang dilakukan para pihak dalam kegiatan tender untuk menentukan pemenang.
Pemenang dalam tender tidak selalu merupakan pihak yang pantas sebagai
pemenang karena memiliki harga penawaran yang murah dan kualitas pekerjaan
yang baik, akan tetapi kemenangan yang diraihnya dimungkinkan karena
persekongkolan yang telah dilakukan sampai penentuan pemenang tersebut.
Bentuk persekongkolan yang sering terjadi adalah dengan cara membayarkan
sejumlah uang baik kepada panitia atau penyedia pekerjaan agar dapat dengan

mulus memenangkan tender tersebut tanpa perlu khawatir dengan adanya pesaing

4Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Kencana,
20009, hal. 9.

°Ajeng Ayu Suryo Seto, Persekongkolan Tender Pembangunan Gedung Pelayanan dan
Gedung Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara (Studi Putusan KPPU Nomor
4/KPPU-L/2012), Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2014, hal. 5.

® C, Sihalolo, Artikel, Bab I Pendahuluan A. Latar belakang dalam menjamin terciptanya
persaingan usaha yang sehat di Indonesia, 2010, diakses melalui http://www. e-
journal.uajy.ac.id/1819/2/1HK09402.pdf,, pada tanggal 27 April 2015, pukul 21:45 WIB.
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lain yang mungkin lebih berpeluang untuk menang, atau dengan cara
membayarkan sejumlah uang kepada peserta tender yang lain agar peserta tender
yang lain dapat membantu untuk menentukan pemenang tender dengan cara
memberikan harga tawaran yang jauh lebih tinggi dari pemenang tender tersebut.
Cara ini tentu menimbulkan hilangnya persaingan usaha yang sehat dan dapat
merugikan panitia tender atau penyedia pekerjaan karena harus mengeluarkan
uang sesuai harga penawaran pemenang tender yang belum tentu lebih baik dari
pelaku usaha lainnya.’

Penulis terkait hal di atas menemukan fakta/isu hukum dalam Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 42/KPPU-L/2010 yang pokok
perkaranya adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, bahwa terlapor | yaitu PT. Krida Kreasi Tirtasarana, berkedudukan di
Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Kelurahan Gunung Sahari Sawah Besar, Jakarta
Pusat 10720, terlapor Il yaitu PT. Mitra Usaha Logindo, berkedudukan di Jalan
Swadaya IV, Rawa Terate, Pulo Gadung, Jakarta, dan terlapor Il Panitia
Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005
pada saat tender berlangsung, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Timur Nomor
86 Cipinang, Jakarta Timur 12430 dan pada saat pemeriksaan berlangsung,
berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Jakarta Selatan, melawan PT. Gema
Persada Nusantara, berkedudukan di Jalan Letkol Atang Sanjaya Nomor 68 RT
002/03, Jakarta Barat 11810.%

Pengadaan Kapal Patroli Kelas C yang merupakan obyek tender dalam
perkara ini sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2006, namun dibatalkan. Pada
saat pengadaan tersebut, PT. Krida Kreasi Tirtasarana telah masuk sebagai calon
penyedia jasa, namun prosesnya dibatalkan terkait dengan keaslian produk. Proses
pengadaan tersebut kemudian diulang kembali pada tahun 2009 dengan peserta
yang telah lulus tahap pra-kualifikasi. Setelah proses pra-kualifikasi, panitia

tender melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap

7 .
Loc.Cit.
®putusan KPPU Nomor: 42/KPPU-L/2010, tertanggal 20 Juli 2011 perihal perkara dugaan
pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Kapal
Patroli Kelas C Program Kredit Ekspror Tahun Anggaran 2005.
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pembukaan, dimana setelah tahap pertama, peserta diberikan kesempatan untuk
mengkoreksi penawaran dan menghasilkan penawaran peserta. Berdasarkan fakta
perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT.
Krida Tirta Sarana mengindikasikan adanya perubahan yang tidak wajar pada
kuantitas kapal yang ditawarkan, yaitu naik 100% bahkan lebih. Fakta tersebut
yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran
melalui 2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha
Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan
meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran awal.
Menurut fakta sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas loan proposal
dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara, namun
setelah dilakukan perbaikan atas loan proposal tersebut, Panitia Tender justru
menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan post bidding dan
menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta
tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan
aturan tender, dimana seharusnya ketika peserta tender tertentu tidak lengkap
memenuhi persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin membahas dalam bentuk skripsi
dengan judul “ Persekongkolan Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program
Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik (Studi
Putusan Nomor 42/KPPU-L/2010)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Apakah kerjasama yang dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana
dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan panitia pengadaan dapat
dikategorikan sebagai persekongkolan tender menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999?

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam Putusan
Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan Kapal Patroli
kelas ¢ program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara

Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan dapat diperoleh
sasaran yang dikehendaki maka ditetapkan tujuan penelitian yang meliputi 2 (hal)
yaitu:
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi IImu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

2. Penulisan sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah
perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah;

3. Tulisan ini nantinya juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran dan khasanah perbendaharaan informasi yang berguna, baik
bagi diri sendiri maupun pihak lain.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah kerjasama tender yang
dilakukan antara PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT. Mitra Usaha
Logindo dan Terlapor Il dapat dikategorikan sebagai persekongkolan
tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Untuk memahami dan menganalisa Pertimbangan Hukum Majelis
KPPU dalam Putusan Nomor 42/KPPU-L/2010 tentang dugaan
pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam
tender pengadaan kapal patroli kelas ¢ program kredit ekspor tahun

anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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1.4 Metode Penelitian Hukum

Penelitian harus menggunakan metodologi yang tepat sebagai pedoman
penelitian, termasuk analisis terhadap data hasil penelitian untuk menjamin suatu
kebenaran imiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan dan
memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang
kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi
ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan
hukum yang diperoleh. Pada akhirnya, mendapatkan kesimpulan yang sesuai
dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.’ Metode
yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam
usaha mencapai pengkajian. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai
berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif,
artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini
difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif. Tipe penelitian ini digunakan dengan mengkaji berbagai macam aturan
hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur, dan Putusan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena ada kasus yang menjadi obyek
penelitian yang berbasis Korupsi Kolusi dan Nepotisme terkait putusan tersebut
yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan

yang menjadi pokok pembahasan.*°
1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Pendekatan undang-undang (Statue approach) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2010, hal. 35.
0 1bid, hal. 194.
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dengan isu hukum vyang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk
kepentingan akademis, peneliti perlu mencari rasio dan dasar ontologis
lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan
dasar ontologis lahirnya undang-undang, peneliti sebenarnya mampu
menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu.
Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu,
peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya
benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.™

2. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam llmu Hukum. Dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam llmu Hukum, dan

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.*?

143 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum merupakan sarana dari
suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada
sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya. Adapun sumber
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang
artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.*®

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut :

1 |bid, hal. 93-94.
2 | bid, hal. 95.
3 Ibid, hal. 141.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 42/KPPU-L/2010
tentang Persekongkolan Tender Pengadaan Kapal Patroli Kelas C
Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.’* Sumber hukum sekunder
digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan
hukum, artikel hukum yang diakses melalui internet maupun jurnal-jurnal yang

relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa bahan non hukum
digunakan sebagai penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan,
peneliti menggunakan sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun
laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang
mempunyai relevansi dengan topik penelitian."> Dalam penelitian skripsi ini,
bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku penulisan karya ilmiah

dan bahan-bahan yang lain diperoleh dari sumber non hukum lain.

¥ Ibid, hal. 143
%5 Ibid, hal. 164.
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144

Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari

pokok permasalahan yang dilakukan dengan cara:*®

1.

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang
mempunyai relevansi termasuk bahan-bahan non hukum;

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
;dan

Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam

pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan sampai pada

kesimpulan. Kesimpulan tersebut diambil dengan cara memberikan preskripsi

yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum

yang bersifat preskripsi dan terapan.'” Dengan demikian, diharapkan dalam

penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga

memperoleh hasil yang dapat dipertangungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

% |bid ,hal. 171.
7 Ibid, hal. 170.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Persekongkolan Tender
2.1.1 Pengertian Persekongkolan Tender

Persekongkolan tender berasal dari dua kata, yakni persekongkolan dan
tender.’® Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa
pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat. Istilah persekongkolan sendiri berasal dari
Yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika Serikat, yaitu Pasal 1 Sherman Act.
Mahkamah Tertinggi tersebut merumuskan bahwa terhadap pelaku usaha harus
dibuktikan terjadinya persekongkolan berlandaskan perjanjian sebagai unsur
utamanya. Perjanjian tersebut bukan hanya kesepakatan mengikat, tetapi juga
kesepakatan sederhana berupa satu tujuan. Menurut pengertian Hukum Amerika,
persekongkolan adalah perilaku yang saling menyesuaikan. Pengertian yang lazim
diterima di Amerika Serikat, persekongkolan adalah penyatuan pendapat dan
pandangan yang dihasilkan oleh suatu pertemuan untuk melakukan tindakan
bersama-sama.

Persekongkolan Tender (bid rigging) adalah praktik yang dilakukan antara
penawar tender selama proses penawaran, untuk pelaksanaan kontrak kerja yang
bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan pemerintah. Atau dengan cara,
para penawar tender telah bersepakat untuk menentukan perusahaan mana yang
mendapat sebuah proyek tender dengan harga yang telah disepakati. Bahkan
sebelum diumumkannya pemenang tender dan harga kontrak para peserta tender
telah menyepakati, baik pemenang maupun harga yang dikehendaki.*®

Persekongkolan dalam tender dengan demikian merupakan suatu bentuk
kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka

memenangkan peserta tender tertentu. Kegiatan bersekongkol/konspirasi dalam

BMustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya di Indonesia,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hal. 184.
®Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit, hal. 178-179.

10
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tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu
peserta dengan harga yang lebih rendah kemudian melakukan penawaran dengan
harga di atas harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan
semacam ini bertentangan dengan proses pelelanganyang wajar karena penawaran
umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga
yang murah dan paling efisien. Oleh karena itu, persekongkolan dalam penawaran
tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat dikalangan
para penawar yang beritikad baik untuk melakukan usaha dalam bidang yang

bersangkutan. %

2.1.2 Unsur-Unsur Persekongkolan Tender
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur
dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Menurut definisi di atas, persekongkolan tender memuat unsur-unsur
sebagai berikut.
1. Unsur Pelaku

Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah Hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.?

Unsur pelaku terdiri dari dua atau lebih pengusaha. Pasal 22 tersebut
menegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku

usaha, tetapi juga pihak lain. Artinya dalam tender pihak yang terlibat adalah

2Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. llyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta:
Salemba empat, 2011, hal. 175.

2l jhat Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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pemilik pekerjaan atau penawar tender dan peserta. Namun pengertian pihak lain
dalam hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan tender
dapat terjadi antara pelaku usaha (korporasi), tetapi juga antar pelaku usaha
dengan individu. Individu dalam hal ini dapat terjadi seseorang yang merupakan
pemilik pekerjaan dan juga sekaligus sebagai panitia tender. Atau dilakukan
dengan individu yang mempunyai akses terhadap pemilik pekerjaan dan akses
tersebut dapat memengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan
pemenang tender.
2. Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan tender tertentu.??

Unsur bersekongkol antara lain:
a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian

dokumen dengan peserta lainnya;

c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

d. Menciptakan persaingan semu (sham competition);

e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.

f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur
dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait
secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti
tender dengan cara melawan hukum.?

3. Unsur Pihak Lain
Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang

melakukan persekongkolan tender, baik pelaku usaha sebagai peserta tender

dan/atau subjek hukum di luar peserta tender.?*

22 Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit, hal. 185.
2 |bid, hal. 184-185.
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4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender
Mengatur dan atau menentukan pemenangan tender adalah suatu perbuatan
para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan
untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk
memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara pengaturan dan atau
penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan
kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan
sebagainya.?
5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan:
“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat

persaingan usaha.”

2.1.3 Jenis-Jenis Persekongkolan

Persekongkolan tender dibedakan menjadi 3 pola, yakni:*®
1. Persekongkolan Horizontal

Persekongkolan Horizontal adalah tindakan kerjasama yang dilakukan
oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak
ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi harga serta
menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Dalam kerjasama semacam ini,
pihak yang kalah diperjanjikan akan sun kontraktor dari pihak yang menang.
2. Persekongkolan Vertikal

Persekongkolan tender secara vertikal artinya, bahwa kerjasama tersebut

dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini,

%Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa: Dan Berbagai
Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 224.

»Nugroho Prabowo, Vania Utami, dan Wahyu Adi Pradipta, Peranan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Dalam Menangani Perkara Persekongkolan Tender DI Indonesia Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, 2013, hal. 62. Diakses melalui
http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/347/323, Pada tanggal 14
Maret 2015, pukul 21:16 WIB.

% bid, hal. 62.
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biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan
bagi penawaran sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut.
3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal

Persekongkolan Horizontal dan Vertikal yakni persekongkolan panitia
tender dengan panitia lelang atau penggunaan barang dan jasa atau pemilik atau
pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.
Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam
proses tender, misalnya tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan,

dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutu.”’

2.1.4 Pengertian Tender

Menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh
APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia

barang/jasa.?®

2.1.5 Jenis- Jenis Tender
Jenis-jenis tender berdasarkan cakupan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 sebagai berikut:
1. Tender Terbuka;
2. Tender Terbatas;
3. Pelelangan Umum;

4. Pelelangan Terbatas.”®

2.2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.2.1 Tugas, Wewenang dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2 | oc.Cit, hal. 62.

% Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

® Ajeng Ayu Suryo Seto, Op. Cit, hal. 21.
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KPPU adalah lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka
menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Perlu ditekankan bahwa melalui wewenang
pengawasan yan dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong
agar sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, konsumsi dan alokasi,
sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.*

Tugas KPPU diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai
dengan Pasal 28;

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur
dalam Pasal 36;

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang
berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-
undang ini;

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden
dan Dewan Perwakilan Rakyat. **

Wewenang dari KPPU adalah sebagai berikut :*

* Hermansyah, Op. Cit, hal. 75
% Lihat Ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16

1. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh
masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai
hasil dari penelitiannya;

3. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau
tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

4. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan undang-undang ini;

5. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

6. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak
bersedia memenuhi panggilan Komisi;

7. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undang ini;

8. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

9. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku
usaha lain atau masyarakat;

10. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

11. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang

melanggar ketentuan Undang-Undang ini.**

%2 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 102.

¥ Lihat Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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Dari perincian tugas dan wewenang dari KPPU seperti tersebut diatas, terlihat
bahwa kewenangan Komisi Pengawas hanya terbatas pada kewenangan
administratif semata-mata. Sungguhpun ada kewenangan yang mirip dengan
kewenangan badan penyidik, badan penuntut bahkan badan pemutus, tetapi itu
semua hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi
saja.®

Selain tugas dan wewenang yang telah diuraikan di atas, KPPU juga
mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan
Usaha yang menyatakan:

Fungsi KPPU sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
meliputi:
1. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi

dominan;

2. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;

3. Pelaksanaan administratif. *°

2.2.2 Sanksi-Sanksi Terhadap Pelaku Usaha
Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
dapat dikenakan sanksi administratif maupun hukuman pidana. Sanksi
administratif diatur berdasarkan Pasal 47, sedangkan hukuman pidana pokok
didasarkan Pasal 48, dan Pidana tambahan dalam Pasal 49.%
1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif merupakan sanksi yang dapat diambil oleh Komisi
terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999.%" Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat

berupa :

¥ Munir Fuady, Op. Cit, hal.103.

% Hermansyah, Op. Cit, hal 78.

% Adrian Sutedi, Op. Cit, hal. 243.

% Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit, hal. 289.
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a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti
menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha
tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi
dominan; dan atau
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar
rupiah).®®
2. Sanksi pidana
Hukum antimonopoli menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi si pelanggar
hukum. Tetapi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak
hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan
hakim untuk mengadilinya. Jadi, sungguh pun telah ada Komisi yang dibentuk
berdasarkan UU No.5 Tahun 1999, tetapi hanya bertugas sebatas administrasi
saja. Jadi, Komisi Pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum
pidana.*
a. Sanksi Pidana Pokok
Yang termasuk sanksi pidana pokok adalah (a) pidana denda 25 miliar
rupiah dan maksimal 100 miliar rupiah, atau (b) pidana kurungan
pengganti denda paling lama 6 bulan. Sanksi pidana diberikan oleh

pengadilan, artinya bukan kewenangan komisi.*

%L ihat Ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopili dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¥ Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit, Hal. 291

“lbid, hal. 292.
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b. Sanksi Pidana Tambahan
Ketentuan pidana tambahan terdapat pada pasal 49 UU No.5 Tahun 1999
di mana pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman:
1) pencabutan izin usaha; atau
2) larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan
pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan
direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan
selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
3) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan
timbulnya kerugian pada pihak lain.**
2.3. Kapal Patroli
2.3.1 Pengertian Kapal Patroli
Kapal Patroli adalah kapal laut dan kapal udara Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai yang digunakan oleh Satuan Tugas Bea dan Cukai dalam melakukan
patroli Bea dan Cukai.*
Kapal patroli sebagai salah satu alat transportasi dilaut dapat diandalkan
serta berfungsi sebagai kapal pemburu untuk mencegah berbagai ancaman berupa

pelanggaran batas wilayah dan pencurian sumber daya alam.®

2.3.2 Jenis-Jenis Kapal Patroli
Jenis-jenis kapal patroli yaitu sebagai berikut:
1. Kapal patroli type A;
2. Kapal patroli type B;
3. Kapal patroli type C.**

“! Ibid, hal. 293.

2 Kep-58/BC/1997-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diakses melalui
http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=11879, pada tanggal 29 April 2015, pukul
21:45 WIB.

43 Edy Haryanto, et all, volume 3, nomor 1, Optimalisasi Design Triple Screw Propeller
Kapal Patroli Cepat 40m Dengan Pendekatan CFD, 2013, hal. 10. Diakses melalui http://www.
p3m.polbeng.ac.id/datag/file_content/File/INOVTEK/2.pdf, pada tanggal 28 April 2015, pukul
6:18 WIB.

“ Diakses melalui http://www.kaskus.co.id/thread/50ced1e7e674b48c1000003d/kapal-
polisi/1, pada tanggal 29 April 2015, pukul 21:25 WIB.
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2.3.3 Program Kredit Ekspor
Kredit Ekspor adalah export loan yaitu kredit untuk membiayai kegiatan
investasi dari modal kerja yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing

kepada eksportir atau pemasok.*

2.4. Penegakan Hukum Persaingan Usaha
2.4.1 Pendekatan Per se illegal

Per se illegal sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan
usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan
pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam
pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak
suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya. Bukti yang perlu
adalah bahwa perjanjian yang dimaksud telah benar adanya atau bahwa kegiatan
bisnis dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.*®

Pendekatan per se illegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan
usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang
ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap
sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas
produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.*’

Suatu perilaku yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai Per se illegal,
akan dihukum tanpa proses penyelidikan yang rumit.*® Jenis perilaku yang
ditetapkan secara per se illegal hanya akan dilaksanakan, setelah pengadilan
memiliki pengalaman yang memadai terhadap perilaku tersebut, yakni bahwa
perilaku tersebut hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak

pernah membawa manfaat sosial. Oleh karena itu, pada prinsipnya terdapat dua

“Kredit Ekspor-Media BPR, diakses melalui http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-
bank/kredit_ekspor.aspx. Pada tanggal 28 April 2015, pukul 5:54 WIB.

“ Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit, Hal. 72.

“7 pentingnya Prinsip-prinsip Per se dan Rule Of reason di UU Persaingan Usaha, Diakses
melalui http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/. Pada tanggal 15 Maret 2015,
pukul 20:55 WIB.

* Andi Ahmad Lubis, et all, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Jakarta:
Deutsche Gesellschaft Fur Technishe Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009, hal. 60.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

syarat dalam melakukan pendekatan per se illegal, yakni pertama, harus ditujukan
lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan
hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih kanjut, misalnya, mengenai
akibat dan hal-hal yang melingkupi. Metode pendekatan seperti dianggap fair, jika
perbuatan illegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang
seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah
mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan
lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik pasar maupun dalam proses
pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui,
bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara
perilaku terlarang dan perilaku yang sah.*

Penggunaan pendekatan per se illegal terhadap praktek penetapan harga
didasarkan pada pandangan Mahkamah Agung yang melihat akibat dari tindakan
tersebut yang sangat merugikan, sehingga tidak membutuhkan penyelidikan lebih
lanjut. Pendekatan per se illegal telah diterapkan di beberapa kegiatan lainnya,
seperti boikot, pembagian wilayah horizontal, tying arrangement, dan pengaturan
penjualan kembali (resale price maintenence).

Terdapat tiga alasan pembenaran dalam penggunaan pendekatan per se
illegal terhadap perjanjian penetapan harga, yakni pendekatan ini sudah teruji
secara ekonomi, kesederhanaan proses pengadilan, serta dapat diprediksinya
hukum bisnis. Penerapan pendekatan per se illegal terhadap penetapan harga
menunjukkan, bahwa pengadilan lebih memilih kategori hukum dari pada

ekonomi.*®

2.4.2 Pendekatan Rule Of Reason
Pendekatan rule of reason adalah suatu doktrin yang dibangun
berdasarkan penafsiran atas ketentuan Sherman Antitrust Act oleh Mahkamah

Agung Amerika Serikat yang diterapkan dalam kasus Standart Oil Co.Of Ney

“ Ibid, hal. 61.

%0 A. M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Per se Illegal atau Rule Of Reason, Cet 1, Jakarta: PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 2003, hal. 190-191.
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York Jersey vs. United State pada tahun 1911. Pendekatan rule of reason, yaitu
penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang dilakukannya
suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha. Untuk menerapkan prinsip
ini tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum, tetapi penguasaan terhadap
ilmu ekonomi. Dengan perkataan lain, melalui pendekatan rule of reason ,apabila
suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus
mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat
persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan
apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya.
Pertimbangan atau argumentasi yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah
aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi
tertentu, dan fairness.>

Pendekatan rule of reason mengandung keunggulan dan kelemahan, yang
menjadi bahan pemikiran untuk menerapkan salah satu pendekatan terhadap
tindakan pelaku usaha yang diduga melanggar Undang-Undang Anti monopoli.
Keunggulan rule of reason adalah, menggunakan analisis ekonomi untuk
mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan

pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan.>

% Hermansyah, Op. Cit, hal.79.
52 A, M. Tri Anggraini, Op. Cit. Hal. 126.
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BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Persekongkolan Tender dalam Kerjasama yang Dilakukan antara PT.
Krida Kreasi Tirtasarana dengan PT. Mitra Usaha Logindo dan Panitia
Pengadaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3.1.1 Analisa Kerjasama yang Dilakukan antara PT. Krida Kreasi

Tirtasarana dengan PT.Mitra Usaha Logindo dan Panitia Pengadaan

Pengadaan Kapal Patroli Kelas C yang merupakan obyek tender dalam
perkara ini sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2006, namun dibatalkan. Pada
saat tersebut, PT. Krida Kreasi Tirtasarana telah masuk sebagai calon penyedia
jasa, namun prosesnya dibatalkan karena terindikasi terkait keaslian produk.
Proses pengadaan tersebut kemudian diulang kembali pada tahun 2009 dengan
peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 1. Peserta yang lulus tahap pra-kualifikasi

No. Pihak Agen Supplier Lender

1. | PT. Mitra Usaha Hanhwa Corp. Korea Korea Exim Bank
Logindo

2. | PT. Krida Kreasi Thornycroft Maritime & ANZ  Singapore
Tirtasarana Associatie AUST Branch

3. | PT. Gema Persada Microscene Advanced Pte | NORLD LB
Nusantara Ltd Singapore Branch

Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.%

Setelah proses pra-kualifikasi, panitia tender melakukan pembukaan dokumen
penawaran dengan 2 (dua) tahap pembukaan dimana setelah tahap pertama,
peserta diberikan kesempatan untuk mengkoreksi penawaran dan menghasilkan

penawaran peserta sebagai berikut:

% putusan KPPU Nomor: 42/KPPU-L/2010, tertanggal 20 Juli perihal perkara dugaan
pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Kapal
Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005, hal. 4.

23
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Tabel 2. Penawaran Peserta
Pembukaan Pembukaan
Penawaran | Penawaran Il
No. Nama i i
Harga Kuantitas Harga Kuantitas
Perusahaan
(US$) (US$)
1. PT. Mitra
Usaha 30.000.000 24 30.000.000 70
Logindo
2. PT. Krida
Kreasi 30.000.000 25 30.000.000 50
Tirtasarana
3. PT. Gema
Persada 29.998.027 65 29.998.002 75
Nusantara

Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.>*

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra

Usaha Loginda dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana mengindikasikan adanya

perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik

100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjuk bahwa

mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap tersebut telah

memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana

untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secara

tidak wajar dibanding penawaran awal. Selanjutnya, berdasarkan fakta tahap

penilaian dokumen penawaran (khususnya aspek loan) ditemukan fakta sebagai
berikut:

% Ibid, hal. 5.
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Tabel 3. Dokumen Penilaian Penawaran
No. | Nama Bobot Nilai
1. PT. Mitra Usaha Logindo 0,1500
2. PT. Krida Kreasi | Tidak dapat nilai

Tirtasarana

3. PT. Gema Persada | Tidak dapat dinilai karena post bidding
Nusantara (gugur)
Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.>

Menurut fakta sebelumnya bahwa permintaan koreksi atas loan proposal

dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara, namun
setelah dilakukan perbaikan atas loan proposal tersebut, Panitia Tender justru
menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan post bidding dan
menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta
tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan panitia tender dalam menerapkan
aturan tender dimana ketika peserta tender tertentu tidak lengkap memenuhi
persyaratan maka seharusnya langsung digugurkan.
Namun, Panitia Tender justru memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan
setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggugurkan. Padahal secara
faktual, kompetensi untuk menentukan substansi loan proposal dimiliki oleh
lender dan bukan peserta tender.>®

Tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana
dengan Terlapor Il, PT. Mitra Usaha Logindo dan Terlapor Il sebagai Panitia
Tender telah diputus oleh KPPU dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun,
Penulis dalam putusan, menemukan adanya persekongkolan Horizontal dan
persekongkolan Vertikal.

Persekongkolan Horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau

% Loc. Cit, hal. 5.
% |bid, hal. 5-6.
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penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan

sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta

tender.”’

Bagan 1. Persekongkolan Horizontal

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang/Pengguna
Barang Atau Jasa/Pimpinan Proyek

Pelaku Pelaku
Usahal Usahal
Penyedia | |- = | Penyedia
Barang Barang
atau Jasa atau Jasa

L)

Pelaku
Uszaha/
Penyedia
Barang
atau Jasa

L)

Pelaku
Usaha/
Penyedia
Barang
atau Jasa

NYI0HDNOWISHI

Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender.*®

Persekongkolan merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu

atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender

atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi

pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender

atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi

pekerjaan bekerja sama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

Bagan 2. Persekongkolan Vertikal

Panitia Pengadaan/Panitia Lelang/Pengguna

Barang Atau Jasa/Fimpinan Proyek

" /\ \ =

Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku
Usaha/ Usaha/ Usahal Usahal
Penyedia Penyedia Penyedia Penyedia
Barang Barang Barang Barang
atau Jasa atau Jasa atau Jasa atau Jasa

NYTOXONOY3SH3d

Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender.*®

% pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam tender, hal. 16.

% L oc. Cit, hal. 16.
% |bid, hal. 17.
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Pelaku usaha tidak dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain yang
terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pemberi proyek,
penyelenggara tender, dan/atau diantara mereka sendiri untuk mengatur dan/atau
menentukan pemenang. Di samping itu, pelaku usaha tidak dapat bekerja sama
dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan yang termasuk
rahasia perusahaan, dan pelaku usaha dilarang bekerja sama dengan pihak lain
untuk menghambat produksi dan atau pemasaran produk dengan maksud agar
produk tertentu tersebut berkurang di pasar baik dalam kuantitas, kualitas,
maupun ketepatan waktu. Praktik usaha yang “tidak boleh” disebut konspirasi
atau persekongkolan. Praktik usaha ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal persekongkolan tender, praktik usaha
tidak sehat ini dapat menyebabkan terjadinya penggelembungan harga (mark up)
yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pemenang tender dan
mengakibatkan inefisiensi yang merugikan negara dan masyarakat luas. Jika ada
pelaku usaha dan/atau kelompok usaha yang melakukan praktik persekongkolan
tersebut, berati mereka telah melakukan praktik usaha yang dilarang menurut
ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.%°

Persekongkolan atau konspirasi adalah segala bentuk kerjasama diantara
pelaku usaha, dengan atau tanpa melibatkan pihak selain pelaku usaha, untuk
memenangkan persaingan secara tidak sehat. Di antara jenis persekongkolan,
persekongkolan tender adalah yang paling merugikan negara dan masyarakat luas.
Persekongkolan terjadi apabila pelaku usaha:

1. Memperoleh dan menggunakan fasilitas eksklusif dari pihak yang terkait
secara langsung maupun tidak langsung dengan pemberi proyek dan/atau
penyelenggara tender sehingga dapat menyusun penawaran yang lebih baik;

2. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun
tidak langsung dengan pemberi proyek, penyelenggara tender, dan/atau
diantara mereka untuk menentukan pemenang secara bergilir pada

serangkaian tender;

60 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 112.
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3. Membuat kesepakatan dengan pihak yang terkait secara langsung maupun
tdak langsung dengan pemberi proyek, penyelengara tender, dan/atau diantara
mereka untuk menentukan pemenang, baik untuk dikerjakan secara bersama-
sama maupun dengan kompensasi tertentu;

4. Menggunakan kesempatan eksklusif melakukan penawaran tender sebelum
waktu yang ditetapkan.®

Praktik penawaran tender atau pengadaan barang/jasa di dalamnya, sering
kali terjadi persekongkolan penawaran tender. Biasanya, mekanisme
persekongkolan penawaran tender terjadi dengan beberapa cara, antara lain:

a. Tekanan terhadap penawaran (Bid suppresion).

Satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti
pelelangan atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya agar
penawar lain dapat memenangkan pelelangan itu.

b. Penawaran yang saling melengkapi (Complementary bidding).

Kesepakatan di antara para penawar, di mana dua atau lebih penawar setuju
terhadap siapa yang akan memenangkan penawaran. Pemenang yang
dirancang kemudian mengatakan kepada penawar lain mengenai harga yang
direncanakan sehingga mereka akan melakukan penawaran dengan harga
yang lebih tinggi. Sebaliknya, pemenang yang dirancang akan
memerintahkan penawar lain untuk menawar di tingkat harga yang ditentukan
sehingga harga penawaran calon pemenang menjadi lebih rendah dari pada
pesaing yang lain. Tindakan tersebut menciptakan kesan seolah-olah terdapat
persaingan sesungguhnya di antara mereka sehingga kontraktor yang
dirancang berhasil memenangkan tender.

c. Perputaran penawaran atau arisan tender (Big rotation).

Pola penawaran tender dimana satu dari penawar setuju untuk kembali
sebagai penawar yang paing rendah. Dalam hal ini, penawar lain (selain
pemenang yang sudah ditentukan sebelumnya), secara bersama-sama akan
menawar setinggi-tingginya, sebelum sampai pada gilirannya untuk

memenangkan tender. Sering kali perputaran (arisan) ini menetapkan adanya

% 1bid, hal. 113.
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jaminan bahwa mereka akan mendapatkan giliran untuk memenangkan

tender. Kadang kala dalam beberapa pola semacam ini, terdapat perjanjian

untuk mengantisipasi bahwa penawar yang kalah dalam tender akan menjadi
sub kontrak bagi pihak yang dimenangkan.
d. Pembagian pasar (Market Devision).

Pola penawaran tender yang terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan

tender melalui pembagian pasar. Melalui metode ini, para penawar dapat

merancang wilayah geografis ataupun pelanggan tertentu sehingga jika
terdapat kontrak di wilayah tertentu, seluruh penawar sudah mengetahui
penawar mana yang akan memenangkan tender.®

Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor | dan Terlapor
11, sebagai berikut:

1. Adanya upaya penciptaan persaingan semu.

Salah satu peserta tender, yaitu Terlapor Il sering ditemukan, tidak secara
sungguh-sungguh untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh panitia
pengadaan.

Berdasarkan kesimpulan investigator, permintaan koreksi atas loan
proposal dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara,
namun setelah dilakukan perbaikan atas loan proposal tersebut, Panitia Tender
justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah melakukan post bidding
dan menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta
tersebut jelas menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkan
aturan tender. Peserta tender tertentu ketika tidak lengkap memenuhi persyaratan
maka seharusnya langsung digugurkan, namun panitia tender justru memberikan
kesempatan untuk memperbaiki dan terbukti setelah dilakukan perbaikan panitia
tender justru menggugurkan. Tindakan panitia tender tersebut bertentangan
dengan Pasal 19 ayat (5) Keputusan Presiden Rl Nomor 80 Tahun 2003 yang
berbunyi:

®2Rocky Marbun, Persekongkolan Tender Barang/Jasa, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
2010, hal. 87.
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“Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat
pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah,
menambah, dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut
dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang
bersifat post bidding™.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Panitia (Terlapor I1I)
merupakan penyimpangan mekanisme terhadap ketentuan dan prosedur yang telah

ditetapkan dalam dokumen pemilihan pemenang dan adanya rekayasa tertentu.

2. Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang sama.

Terlapor | dan Terlapor Il telah memasukkan harga penawaran pada
pembukaan penawaran | dan penawaran Il yang sama yaitu US$ 30.000.000. Ini
berarti Terlapor | dan Terlapor 1l melanggar Pedoman Pasal 22 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. Karena
menyampaikan kontrak dengan nilai yang sama yang dapat dengan mudah dibagi
antar pesaing.®®
Dengan Demikian, Terlapor |1 dan Terlapor Il memenuhi unsur kerjasama
persekongkolan.

Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor I, dan

Terlapor 111 sebagai berikut:
1. Terlapor Il Mengatur pemenang tender

Penyimpangan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor | dengan Terlapor
Il adalah Terlapor | mengajukan harga penawaran harga yang tidak wajar yaitu
Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah)/unit kapal dari harga hasil
perhitungan Saksi Ahli Bidang Perkapalan yaitu Rp. 4.000.000.000 (empat milyar
rupiah)/unit kapal. Tetapi, terlapor Il justru memenangkan Terlapor | sehingga
akan merugikan negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat
potensi kerugian negara dalam pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit
Ekspor Tahun Anggaran 2005. Menurut Pasal 41 ayat (2) Keputusan Presiden RI
Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi:

8Sukarmi, et all, Jurnal Persaingan Usaha, edisi 7, Jakarta: Komisi Persaingan Usaha
Republik Indonesia, 2012, hal. 56.
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“Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau
kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan
yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan
memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia
barang/jasa nasional.

Dengan demikian, panitia pengadaan tidak efisien dalam menggunakan

dana sehingga dalam perkara ini terdapat unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme

antara peserta tender yaitu Terlapor | dengan Terlapor I11.

2. Pengaturan Harga Penawaran.

Terdapat perbedaan perbandingan analisis harga rekapitulasi perkiraan biaya

pembuatan Kapal Patroli Tipe C sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Harga oleh Ir. Triwilaswandio W.P., M.Sc, Ketua Jurusan

Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh November.

Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patroli Tipe C
No. Keterangan Harga Minimal Harga Maximal
1 | Konstruksi  Lambung | Rp.864.500.000,00 Rp.932.325.000,00
dan Geladak
2 | Painting Rp.145.000.000,00 | Rp.157.000.000,00
3 | Perlengkapan Rp.522.670.000,00 Rp.558.221.000,00
Lambung/deck &
interior
4 | Propulsi dan | Rp.1.922.342.250,00 | Rp.2.206.440.750,00
Permesinan
5 | Perlengkapan Listrik Rp.141.300.000,00 | Rp. 148.900.000,00
6 | Perlengkapan Navigasi Rp.137.700.000,00 Rp.138.200.000,00
7 | Radio Komunikasi Rp.36.000.000,00 Rp. 37.000.000,00
8 | Peralatan Keselamatan Rp.19.200.000,00 Rp. 20.000.000,00
9 | Inventaris Khusus Rp.45.000.000,00 Rp. 47.500.000,00
10 | Seal Trial & Dokumen Rp.80.000.000,00 Rp. 80.000.000,00
Kapal
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Nett Biaya Produksi Rp.3.913.712.250,00 | Rp.4.325.586.750,00
Margin Profit | Rp. 587.056.837,50 | Rp.648.838.012,50
Galangan (15%o)

PPN(10%) Rp. 391.371.225,00 | Rp.432.558.675,00

Total Biaya Prooduksi
(Rupiah)

Rp.4.982.140.312,50

Rp.5.406.983.437,50

Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.%

Tabel 5. Analisis Harga oleh Dr. Ir. Sunaryo Ketua Program Studi Teknik

Perkapalan Universitas Indonesia.

Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patroli Tipe C

No Komponen Biaya Harga (RP)
1 Konstruksi Rp.1.200.000.000,00
2 Permesinan Rp.1.000.000.000,00
3 Perlengkapan Kapal Rp. 500.000.000,00
4 Percobaan dan Commisioning Rp.200.000.000,00
5 Biaya Administrasi Rp.100.000.000,00
6 Biaya Pihak Ketiga Rp.400.000.000,00
7 | Pajak Rp.400.000.000,00
8 Lain-Lain Rp.200.000.000,00
Total Rp.4000.000.000,00

Sumber : Putusan KPPU No. 42/KPPU-L/2010.%

® putusan KPPU, Op. Cit, Hal. 56-57.
®1bid, hal. 57.
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Tabel 6. Harga Perkiraan Sendiri Peserta Tender
Berdasarkan USD 1=IDR 9469,95
(Diambil Kurs Tengah antara kurs jual beli Bank Indonesia pada bulan November 2009)
No. | Berdasarkan HPS PT. Mitra Usaha PT.Krida Kreasi PT. Gema Persada
RKS Logindo Tirta Sarana Nusantara
1. | Harga  Per | Rp.5.655.454.140 Rp.3.920.559.300 Rp.5.502.040.950 Rp.3.439.343. 790,00
Unit
2. | Quantity 45 unit 45 Unit 45 unit 45 unit
RKS
3. | Quantity Rp.254.495.436.300 | Rp.176.425.168.500 Rp.247.591. 842.750 | Rp.154.770.470.583,75
RKS x harga
per unit
4. | Perbedaan 69% 97% 61%
dengan RKS -
No. | Berdasarkan HPS PT. Mitra Usaha PT. Krida Kreasi PT. Gema Persada
Penwaran Il Logindo Tirta Sarana Nusantara
1. | Harga  Per Rp. 565.454.140 Rp. 3.920.559.300 Rp. 5.502.040.950 Rp. 3.439.343.790,75
unit

33
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Quantity 45 unit 70 unit 50 unit 75 unit
penawaran

Quantity x| Rp.254.495.436.300 | Rp.274.439.151.000 Rp.275.102.047.500 | Rp.257.950.784.306,25
Harga per

unit

Quantity 25 unit 5 unit 30 unit

benefit

Financial Rp.98.013.982.500 Rp.27.510.204.750 Rp.103.180.313.722,5
benefit

Perbedaan Rp248.470.702,5 (-)Rp.1.486.424.137,6 | Rp.95.057.512,5 (-) Rp.1.967.639.646,75
harga dengan (46%) (-27,5%) (1,75%) (-36,4%)

perkiraan
tertinggi Ahli

% |bid, hal. 58.

Sumber: Putusan KPPU No.42/KPPU-L/2010.

6
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Berdasarkan tabel didepan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terlapor I senilai Rp
5.502.040.950 terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penawar lain, dimana harga
analisis dari kedua ahli menyimpulkan harga tertinggi ahli Rp 5.406.983.437,50
dan terendah Rp 4000.000.000,00. Apabila dihitung maka harga kerugian negara
dari Terlapor | vyaitu :

Rp 5.502.040.950

Rp 5.406.983.437,50

Rp  95.057.512,50 x 50 unit = Rp 4.752.875.625

Sehingga kerugian negara senilai Rp 4.752.875.625.

Ada beberapa hal yang tidak wajar dalam penentuan pemenang lelang
tersebut yang bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah mengenai penawaran harga  yang menyebutkan
“Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau
kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan
yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan
memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa
nasional”.

PT. Gema Persada Nusantara menawarkan harga yang lebih rendah dari
PT. Krida Kreasi Tirtasana. PT. Krida Kreasi Tirtasarana hanya mampu
memberikan 50 unit kapal dengan harga AS$30 juta, sedangkan PT. Gema
Persada Nusantara mampu memberikan 75 unit kapal dengan harga AS$29,9 juta.

Dengan demikian, perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan
dipatuhi bersama dalam kegiatan pelelangan tender agar terjadi persaingan yang

sehat dan tidak merugikan negara.®’

3.1.2 Upaya Mencegah Terjadinya Persekongkolan Tender
Persekongkolan pada proses tender dimungkinkan terjadi karena lemahnya

regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, persekongkolan berpeluang

%Rocky Marbun, Op.Cit, hal. 36.
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terjadi karena panitia kurang mampu mendeteksi perilaku dan ciri-ciri awal
terjadinya persekongkolan itu sendiri.®®

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya persekongkolan
tender, yakni:

a. Mencari informasi lengkap sebelum menyusun proses pengadaan.

Mengumpulkan informasi atas rangkaian proses produk atau jasa yang
tersedia di pasar guna memenuhi keinginan pembeli dan, mendapatkan informasi
pemasok potensial atas produk tersebut merupakan cara terbaik bagi panitia
tender. Hal ini dimaksudkan agar panitia tender dapat menyusun proses
pengadaan dengan baik dan menggunakan dana dengan baik. Untuk itu, perlu
diketahui:

1) Karakteristik pasar dimana kita akan membelinya. Selain itu
perlu mengetahui kegiatan industri masa kini atau tren yang
akan mempengaruhi kompetensi dalam pengadaan;

2) Harus diketahui apakah pasar tempat membeli barang
memiliki karakteristik yang memungkinkan terjadinya kolusi;

3) Kumpulkan informasi pemasok potensial, produk, harga dan
biayanya. Jika memungkinkan bandingkan harga yang
ditawarkan dalam pengadaan antar perusahaan;

4) Kumpulkan informasi tentang perubahan harga saat ini.
Carilah informasi harga berdasarkan geografis terdekat dan
harga produk alternatif;

5) Kumpulkan informasi tentang pengadaan sebelumnya atas
produk serupa atau sejenis;

6) Lakukan koordinasi dengan pejabat pengadaan lainnya dan
tempat dimana mereka membeli produk atau jasa sebelumnya
guna meningkatkan pemahaman atas pasar dan pelakunya;

7) Jika kita menggunakan konsultan untuk membantu
mengetahui harga dan biaya, yakinkan mereka telah
menandatangani perjanjian kerahasiaan.®

b. Membuat proses tender yang memungkinkan partisipasi penawar
potensial.

Persaingan yang efektif dapat dicapai bila sejumlah penawar yang kredibel

mampu merespon undangan tender dan memiliki insentif untuk berkompetisi

% Sukarmi, et all, Op.Cit, hal. 52.
®hid, hal. 53.
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dalam mendapatkan kontrak. Partisipasi dalam tender dapat difasilitasi jika
panitia tender mengurangi biaya pengadaan, menetapkan ketentuan partisipasi
yang tidak membatasi persaingan, memperkenankan perusahaan dari wilayah
atau negara lain dapat berpartisipasi atau mengembangkan cara untuk
memperkenankan perusahaan kecil berpartisipasi seandainya mereka tidak dapat
menawar keseluruhan kontrak.

1) Hindari pembatasan yang dirasa tidak perlu yang dapat
mengurangi jumlah peserta tender yang berkualitas. Tetapkan
persyaratan minimum yang tepat untuk ukuran dan isi
kontrak pengadaan. Jangan tetapkan persyaratan minimum
yang menimbulkan halangan bagi para peserta, seperti
kontrol ukuran, komposisi atau bentuk perusahaan yang dapat
mengikuti tender;

2) Penetapan jumlah keuangan besar dari penawar sebagai
persyaratan penawar dapat mencegah penawar kecil yang
berkualitas untuk dapat mengikuti proses tender. Jika
dimungkinkan, penentuan jumlah yang ditetapkan sesuai
dengan tujuan yang dibutuhkan;

3) Kurangi hambatan atas partisipasi asing dalam pengadaan
barang atau jasa;

4) Hindari waktu yang lama antara kualitas dan pengumuman,
karena hal ini memungkinkan terjadinya kolusi. Hal ini
dimaksudkan untuk kolusi antara pelaku usaha yang belum
memenui kualifikasi dan untuk menghindari ketidakpastian
diantara para peserta;

5) Turunkan biaya persiapan tender. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara merubah prosedur tender berdasarkan waktu dan
produk, mengelompokkan tender untuk membagi biaya tetap
dari persiapa tender, menyimpan daftar resmi kontraktor yang
telah disetujui atau sertifikasi resmi oleh lembaga sertifikasi,
memperkenankan waktu yang cukup untuk perusahaan dalam
mempersiapkan dan menyampaikan permohonan penawaran.
Misalnya mempertimbangkan untuk mempublikasikan detail
proyek lebih awal dengan menggunakan jurnal profesi dan
perdagangan, situs atau majalah. Menggunakan sistem tender
elektronik lebih baik untuk menghindari kolusi;

6) Bila dimungkinkan, perkenankan penawaran dapat dilakukan
atas bagian atau objek tertentu dalam kontrak, atau
kombinasinya, dari pada penawaran atas seluruh kontrak.
Misalnya kontrak yang besar, carilah bagian tender yang
menarik dan layak bagi perusahaan kecil dan menengabh;

7) Jangan mendiskualifikasikan peserta tender dari persaingan
selanjutnya atau secara langsung menyingkirkan mereka dari
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daftar penawar jika mereka gagal dalam menyampaikan
penawaran pada pengadaan saat ini;

8) Perlu di tetapkan jumlah perusahaan yang dapat melakukan
penawaran. Misalnya jika ingin memulai persyaratan untuk
lima penawar tetapi menerima dokumen penawaran hanya
dari tiga perusahaan, maka pertimbangkanlah apakah
dimungkinkan memperoleh hasil yang kompetitif dari 3
perusahaan tersebut.”® Hal ini dilakukan dari pada meminta
untuk diadakan tender ulang, dimana akan meyakinkan
bahwa tiada persaingan.

c. Tentukan persyaratan dengan jelas dan hindari perkiraan.

Kegiatan merancang spesifikasi atau kerangka kerja adalah sebuah
langkah dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang rawan spekulasi,
penipuan dan korupsi. Spesifikasi harus dirancang untuk menghindari kerancuan
dan harus jelas dan komprehensif tetapi bukan diskriminatif.

Bagaimana persyaratan tender ditulis, berdampak pada jumlah dan tipe
pemasok yang terkait untuk mengikuti proses tender, dan berdampak pada
keberhasilan proses seleksi. Semakin jelas persyaratannya, akan semakin mudah
bagi pemasok potensial dalam memahaminya, dan mereka akan lebih yakin untuk
mempersiapkan dan menyampaikan dokumen penawarannya. Kejelasan tidak
perlu dicampuradukkan dengan perkiraan. Semakin dapat diperkirakannya jadwal
pengadaan dan kuantitas dijual atau dibeli yang tidak berubah dapat memfasilitasi
kolusi. Sebaiknya jumlah yang tinggi dan frekuensi pengadaan yang lebih sedikit
akan meningkatkan insentif bagi peserta tender untuk bersaing.

1) Tentukan persyaratan dengan sejelas-jelasnya dalam
penawaran tender. Spesifikasi harus diperiksa secara
tersendiri sebelum penyampaian untuk memastikan mereka
dapat memahaminya;

2) Gunakan spesifikasi berdasarkan performa dan nyatakan apa
yang harusnya dibutuhkan, dari pada menyampaikan
deskripsi produk;

3) Hindari melaksanakan tender sementara kontrak masih
berada dalam tahap awal penetapan spesifikasi;

4) Tetapkan spesifikasi anda yang memperkenankan produk
atau dalam istilah performa dan persyaratan berdasarkan

" Ibid, hal. 55.
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fungsi. Alternatif atau sumber pasokan inivatif akan membuat
praktek kolusi semakin sulit dilakukan;

5) Hindari prediksi dalam persyaratan kontrak. Pertimbangkan
untuk menggabungkan atau memisahkan kontrak sehingga ia
berbeda berdasarkan ukuran dan waktu pelaksanaan tender;

6) Bekerjasama dengan panitia tender sektor publik lainnya dan
lakukan pengadaan gabungan;’

7) Hindari menyampaikan kontrak dengan nilai yang sama yang
dapat dengan mudah dibagi antar pesaing.

d. Merancang proses tender yang secara aktif mengurangi komunikasi
diantara peserta tender.

Panitia tender harus memperhatikan beberapa faktor yang harus
diperhatikan panitia tender yang dapat menimbulkan kolusi ketika merancang
proses tender. Efisiensi proses pengadaan tergantung pada model penawaran
yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana tender tersebut dibuat dan
dilakukan. Persyaratan transparasi sangat penting bagi prosedur pengadaan yang
berhasil dalam mengatasi korupsi. Proses ini dilakukan secara seimbang, untuk
memfasilitasi kolusi melalui diseminasi informasi yang melebihi kondisi
seharusnya. Namun demikian, tidak ada aturan khusus mengenai bentuk suatu
lelang atau tender. Untuk merancang tender perlu menyesuaikan dengan situasi
dan jika dimungkinkan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1) Undanglah pemasok potensial untuk berdialog dengan panitia
untuk mengadakan pengadaan terhadap spesifikasi teknis dan
administratif ~ rencana  pengadaan.  Namun  hindari
mengumpulkan pemasok potensial secara bersama-sama
melalui pertemuan sebelum tender yang telah dijadwalkan;

2) Batasi komunikasi antar peserta tender selama proses tender.
Tender terbuka memungkinkan komunikasi dan pemberian
sinyal diantara peserta tender. Persyaratan agar penawaran
disampaikan secara personal membuka perusahaan. Ini dapat
dicegah dengan menggunakan pengadaan secara elektronis;

3) Berhati-hatilah dalam mempertimbangkan informasi apa
yang dapat diungkapkan kepada para penawar pada saat
pengumuman tender;

4) Ketika mengumumkan  hasil tender, berhati-hatilah
mempertimbangkan  informasi  mana  yang  dapat

™ Ibid, hal. 56
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dipublikasikan dan hindari penyampaian informasi yang
sensitif yang dapat memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

5) Gunakan metode pelelangan harga tertutup dari pada
pelelangan tawar menawar harga secara langsung;

6) Perhatikan apabila metode pengadaan selain pengadaan satuu
tahap berdasarkan harga dapat menghasilkan capaian yang
memuaskan. Tipe lain dari pengadaan berupa tender yang
dinegosiasikan dan perjanjian kerangka kerja;?

7) Gunakan harga penawaran maksimum hanya jika hal tersebut
didasarkan dari penelitian pasa dan oleh lembaga yang
sangat kompetitif. Jangan menyampaikan harga penawaran,
tetapi jaga kerahasiaan dokumen tersebut atau lembaga
simpan pada lembaga lain yang berwenang;

8) Berhati-hati  dalam  menggunakan  konsultan  untuk
melaksanakan proses tender, karena mereka berpeluang
membentuk hubungan kerja dengan penawar individu.
Sebaliknya  gunakan  kemampuan  konsultan  untuk
memperjelas gambaran kriteria, spesifikasi, dan melakukan
proses pengadaan;

9) Jika dimungkinkan, tetapkan bahwa penawaran dimasukkan
secara rahasia dan membolehkan tawaran tersebut
disampaikan melalui telepon dan email;

10) Jangan menbatasi jumlah penawar dalam proses tender tanpa
alasan tidak jelas;

11) Tetapkan agar peserta tender menandatangani pakta integritas;

12) Minta penawar menjelaskan dari awal apabila mereka
bermaksud menggunakan sub kontrak, dimana dapat
dijadikan suatu cara untuk membagi laba di antara peserta
tender yang bersekongkol.

Berhati-hati dalam memilih Kkriteria untuk mengevaluasi

mengumumkan pemenang tender.

40

dan

Seluruh kriteria berdampak pada intensitas dan keefektifan kompetisi

2 |bid, hal. 57.

dalam proses tender. Keputusan menetapkan kriteria yang digunakan tidak hanya
penting untuk proyek ini saja, tetapi juga dalam memelihara peserta tender
potensial yang menunjukkan ketertarikannya di tender selanjutnya. Oleh karena
itu ada beberapa hal yang sangat penting untuk menentukan seleksi kualifikasi
dan mengumumkan kriteria yang dipilih sehingga penawar yang kredibel,

termasuk pengusaha kecil dan menengah tidak dihambat secara tidak layak, yaitu:
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1) Ketika merancang penawaran tender tender, perlu dipikirkan
dampak kriteria terhadap kompetisi di masa mendatang;

2) Ketika melakukan evaluasi peserta tender selain harga, maka
kriteria tersebut perlu dijelaskan secara seimbang dalam
mencegah tantangan setelah pengumuman pemenang; "

3) Hindari perlakuan istimewa pada kelas, tipe atau pemasok
tertentu;

4) Jangan menguntungkan pemain lama. Metode yang
memberikan ketidakpastian dalam proses tender mungkin
dapat memberikan keuntungan bagi pemain lama.

f. Meningkatkan kesadaran diantara peserta tender mengenai risiko
persekongkolan dalam pengadaan.

Pelatihan profesional adalah penting untuk memperkuat kesadaran panitia
pengadaan mengenai isu persaingan usaha pada pengadaan barang atau jasa.
Upaya mengatasi persekongkolan akan lebih efektif jika didukung oleh informasi
historis perilaku penawaran, dengan cara secara kontinyu melakukan monitoring
atas aktivitas pengadaan dan dengan melakukan analisa performa atas data
pengadaan. Ini akan menolong lembaga yang melakukan pengadaan untuk
mengidentifikasi situasi yang dihadapi. Juga perlu dicatat bahwa persekongkolan
tender mungkin tidak hanya dapat dibuktikan pada satu tender. Seringkali bentuk
kolusi terungkap ketika dilakukan analisa atas beberapa tender dalam suatu
periode tertentu.

1) Implementasi  pelatihan  reguler untuk  mendeteksi
persekongkolan tender dan kartel bagi panitia tender, dengan
bantuan lembaga persaingan atau konsultan hukum eksternal;

2) Simpanlah informasi mengenai  karakteristik  tender
sebelumnya;

3) Secara periodik melakukan analisa riwayat tender atas produk
atau jasa tertentu;

4) Buatlah kebijakan untuk menganalisa tender tersebut secara
periodik;

5) Lakukan perbandingan antara perusahaan yang telah
menyampaikan minat dan perusahaan yang telah
memasukkan penawaran untuk mengidentifikasi tren tertentu
seperti penarikan diri dari pengadaan dan penggunaan sub
kontraktor.”

" |bid, hal. 58
™ Ibid, hal. 59
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3.2 Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam Putusan Nomor 42/KPPU-
L/2010 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 dalam tender pengadaan kapal patroli kelas ¢ program
kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik

Indonesia

Seorang Hakim dalam memberikan putusan harus benar-benar
menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan. Sehingga, hakim
sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang akan
diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan maupun hukum yang tidak tertulis.” Pada hakikatnya, membuktikan
dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang
memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepentingan tentang
kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak dipersidangan.”

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu
pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu,
diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu

perkara atau suatu sengketa antar para pihak.”’

Putusan KPPU No0.42/KPPU-L/2010 tentang dugaan pelanggaran Pasal
22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pengadaan kapal patroli
kelas ¢ program kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang menyatakan pihak terlapor dalam hal ini PT. Krida
Kreasi Tirtasarana, PT. Mitra Usaha Logindo dan Panitia Pengadaan tidak terbukti

melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

®Heikhal A.S. Pane, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penerapan
uitvoerbaar Indonesia, 2009, diakses melalui http//:www.lontar.ui.ac.id/file?=digital/122996-
PK+111+656.8264penerapan+Uitvoerbaar-literatur.Pdf, Pada tanggal 18 Mei 2015, pukul 21:46
WIB, hal. 11.

"Christina Ayu Yogyasari, Penyelesaian Sengketa Akibat Pengingkaran Adanya
Transaksi Jual Beli Tanah Oleh Penjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
102/Pdt.G/2012/PN.Skt), Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2015, hal. 48.

7 Op.Cit, hal. 12.
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Berdasarkan putusan tersebut maka dinyatakan tidak terjadi
persekongkolan tender dalam tender pengadaan kapal patroli kelas ¢ program
kredit ekspor tahun anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Majelis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan untuk membuktikan terjadi
atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
Majelis KPPU mempertimbangkan unsur-unsur persekongkolan tender sebagai
berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha.
Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku
usaha adalah:

“Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.”

Pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I dan terlapor Il, sehingga
unsur pelaku usaha terpenuhi.

2. Unsur Bersekongkol.

Bersekongkol berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender adalah “Kerjasama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan
dengan cara apapun dalam upaya memenagkan peserta tender tertentu.”

Unsur bersekongkol berdasarkan pedoman Pasal 22 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender dapat berupa:

a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;

b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian
dokumen dengan peserta lain;

c. Membandingkan dokumen tender dengan peserta lainnya;

d. Menciptakan persaingan semu;

e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
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f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur
dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait
secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti
tender, dengan cara melawan hukum.™

Majelis KPPU dalam pertimbangan hukumnya untuk membuktikan
terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur persekongkolan berdasarkan pada
pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terdapat ada dua
analisis dalam perkara ini yaitu persekongkolan horizontal dan persekongkolan
vertikal.

a. Berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal, persekongkolan
yang dilakukan oleh Terlapor | dan Terlapor Il tidak memenuhi unsur
persekongkolan karena tidak terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak
atau lebih, yang secara terang terangan maupun diam-diam melakukan
tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan pengaturan harga
penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender
lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender
tersebut.

b. Berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal, persekongkolan
yang dilakukan oleh Terlapor Ill dengan Terlapor | dan Terlapor Il tidak
memenuhi unsur persekongkolan karena tidak terbukti Terlapor Il telah
bekerja sama dengan Terlapor | dan Terlapor Il dalam Penawaran yang
dilakukan dengan 2 tahap untuk memfasilitasi Terlapor | dan Terlapor Il
untuk meningkatkan kuantitas penawarannnya dan menjadikan Terlapor |
sebagai pemenang, sehingga unsur bersekongkol tidak terpenuhi.”

3. Unsur Pihak Lain

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur pihak

lain adalah:

"8 pedoman Pasal 22, Op.Cit, hal. 13.
"putusan KPPU No. 42/KPPU-L/2010, Op.Cit, hal. 60.
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“Para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang
melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender
dan atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”

a. Yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak
secara horizontal yaitu Terlapor | dan Terlapor 1l yang merupakan pelaku
usaha sebagai peserta tender, maupun pihak lain secara vertikal yaitu
Terlapor 111 yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan
tender.

b. Yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor Il
dan Terlapor 111, sehingga unsur pihak lain terpenuhi.®

4. Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender
Menurut pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang

tender adalah:

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender
secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku
usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan
peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau
penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam
hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan,
spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”
Dalam perkara ini, pengaturan dan penentuan pemenang tender yang

dilakukan oleh Terlapor Il adalah:

1. Bahwa Terlapor Il yaitu sebagai Panitia Tender hanya melaksanakan
perintah dari Kapolri dalam bentuk Telegram Kapolri (TR) No. Pol:
TR/1251/X11/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan hal tersebut bukanlah
atas inisiatif dari Terlapor Ill, sehingga unsur mengatur dan atau
menentukan pemenang tender tidak terpenuhi.®

5. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak

sehat adalah :

®hid, hal. 61.
&1hid.
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“Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur
atau melawa hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Dalam perkara ini, tindakan yang mengakibatkan persaingan usaha adalah

sebagai berikut :

1. Tindakan Terlapor Il dalam melakukan sistem penawaran dengan 2 (dua)
tahap bukan merupakan suatu bentuk fasilitas terhadap Terlapor | dan
Terlapor 1l untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan
penawarannya secara tidak wajar dibandingkan penawaran awal dan hal
tersebut bukan merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;

2. Tindakan Terlapor 1l yang tidak memasukkan koreksi loan proposal
kembali kepada pihak panitia karena kewenangan merubah loan proposal
ada di pihak lender dan Terlapr Il hanya sebagai agen dalam tender ini
sehingga unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat tidak

terpenuhi.®

Tanggapan Terlapor I:

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor I, PT. Krida
Kreasi Tirtasarana menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

Terlapor | menyatakan membantah secara tegas analisa dugaan pelanggaran
berupa persekongkolan vertikal berupa adanya indikasi perubahan yang tidak
wajar pada kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT.
Krida Kreasi Tirtasarana yaitu adanya kenaikan 100% bahkan lebih yang
dijadikan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui dua
tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan
PT. Krida Kreasi Tirtasarana untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan
meningkatkan penawarannya secara tidak wajar.®

Mengenai adanya peningkatan penawaran oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana
(Terlapor 1) yang menurut klaim PT. Gema Persada Nusantara (Pelapor)

mengalami kenaikan 100% dari penawaran pertama sehingga dikategorikan

®|pid, hal. 6.
8 pytusan KPPU, Op.Cit, hal. 7.
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sebagai penawaran yang tidak wajar adalah merupakan hal yang sangat mengada-
ada serta tidak berdasar hukum karena peningkatan penawaran yang dilakukan
oleh Terlapor | adalah masih dalam kerangka penawaran yang kompetitif, lagipula
secara normatif juridis tidak ada satu ketentuanpun yang melarang dan atau
membatasi nilai tertentu dalam peningkatan penawaran oleh Terlapor | dari pada
penawaran pertama, karena sesungguhnya penilaian pemenang tender tidak hanya
berdasarkan penilaian harga tetapi berdasarkan akumulasi penilaian atau evaluasi
terhadap aspek teknis, harga dan aspek loan yang justru dari akumulasi penilaian
ketiga aspek tersebut, Terlapor | telah mendapatkan bobot nilai yang tertinggi dari

pada peserta lain.®*

Tanggapan Terlapor II:

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor II, PT. Mitra
Usaha Logindo menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran
yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:®

Terlapor 1l menolak dengan keras dugaan telah melakukan perbuatan yang
melanggar Pasal 22 Undang Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena itu Terlapor Il tidak dapat
menerima telah diposisikan sebagai bagian dari pelaku Persekongkolan Vertikal
dan/atau Horizontal ;

Tindakan dugaan yang dilakukan Terlapor Il terkait persekongkolan
Vertikal dan Horizontal adalah benar, bisa dibuktikan dengan penawaran yang
tidak wajar dari hasil analisa Investigator yaitu penawaran yang naik 100%, dari
45 unit nambah menjadi 70 unit. Dengan demikian, unsur pesekongkolan vertikal
terpenuhi.

Tindakan persekongkolan Horizontal yaitu PT. Mitra Usaha Logindo
dengan sengaja memfasilitasi PT. Krida Tirta Sarana dengan tidak melengkapi
atau mengororeksi Loan Proposal yang merupakan salah satu persyaratan

dokumen. Dengan demikian, unsur persekongkolan Horizontal terpenuhi.

& |bid, hal. 8.
% Ibid, hal. 12.
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Tanggapan Terlapor I11:

Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Terlapor Ill, Panitia
Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005
menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada
pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti C13):

Adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap adalah sesuai dengan
Telegram Kapolri (TR) No. Pol : TR/1251/X11/2006 Tanggal 29 Desember 2006
tentang pelaksanaan metode evaluasi penawaran dua tahap diberlakukan sejak
tanggal ditetapkan untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Polri baik
pengadaan dari rupiah murni (APBN) maupun PHLN (Kredit Ekspor), dalam
Telegram Kapolri tersebut diatas berapa persen batasan peningkatan penurunan
harga penawaran kedua dan juga di dalam RKSS (Dokumen Pengadaan) tidak ada
pembatasan besarnya peningkatan/penurunan harga penawaran pertama dengan
harga penawaran kedua. Hal ini telah dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada saat
acara Aanwijzing (penjelasan).®

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas Majelis Komisi memberikan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terbukti terjadi persekongkolan Horizontal yang dilakukan

oleh Terlapor | dengan Terlapor II;

2. Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh

Terlapor 11, Terlapor | dan Terlapor II.

Berdasarkan pertimbangan Hukum dalam putusan KPPU Nomor 42/KPPU-
L/2010, Penulis dapat menganalisis bahwa Majelis Komisi dalam memutus
perkara ini tidak berdasarkan pada pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan
dalam Tender dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Ada beberapa hal yang salah

dalam putusan Majelis Komisi, yaitu:

% 1bid, hal. 18.
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1. Terlapor 1, Terlapor Il, dan Terlapor Il dalam tanggapannya tidak
mengajukan alat bukti dan dokumen yang diminta oleh Majelis Komisi,
padahal alat bukti tersebut dapat digunakan oleh Komisi untuk melakukan
pemeriksaan dan dijadikan pertimbangan dalam memutus.

2. Majelis Komisi tidak menerapkan Asas Keadilan dengan tepat. Hal ini
dapat dilihat dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor 11
sebagai Panitia Pengadaan terhadap peserta yang digugurkan karena
dianggap melakukan tindakan Post bidding dan pengaturan harga
penawaran.

3. Majelis Komisi seharusnya menjatuhkan tindakan administratif dan

pidana pokok kepada Terlapor I, Terlapor I1, dan Terlapor I1I.

Dengan demikian putusan yang ditetapkan oleh Majelis KPPU salah dan
tidak berdasar pada pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang larangan persekongkolan dalam tender. Terdapat embrio digunakannya
doktrin rule of reason yang menyatakan bahwa “bila terdapat suatu pengaturan
yang tampaknya tidak secara nyata mematikan persaingan, namun dapat
berdampak merugikan persaingan, harus dilakukan suatu analisis untuk mengukur
tujuan dan akibat dari pengaturan tersebut”.®” Dalam putusan ini Majelis Komisi
tidak menerapkan pendekatan Rule Of Reason dengan tepat karena ada
pelanggaran yang seharusnya dijatuhkan kepada para Terlapor, tetapi Majelis
justru meloloskan para Terlapor. Selain itu Majelis juga tidak mempertimbangkan
tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor 11, Panitia Pengadaan.

Seharusnya Majelis KPPU menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap para
terlapor dengan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan
pidana pokok dengan ancaman Pasal 48 angka (2) Undang-Undang yaitu
pelanggaran terhadap pasal 22 dengan denda serendah-rendahnya Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan

pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

8 A.M. Tri Anggraini, Op.Cit, hal. 86


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan di depan, Penulis dapat menarik 2 (dua)
kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor Il dan Terlapor Il
dapat dikategorikan sebagai persekongkolan tender. Adapun kerjasama
yang dilakukan Terlapor | dengan Terlapor Il dan Terlapor 11l pada kasus
Persekongkolan Tender pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit
Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dapat digolongkan menjadi dua yaitu, pertama, Persekongkolan Horizontal
yang dilakukan oleh Terlapor Il dengan cara melakukan persaingan semu
dimana Terlapor Il tidak sungguh-sungguh melengkapi persyaratan yang
diminta oleh panitia pengadaan dan seakan-akan memfasilitasi Terlapor I.
Kedua, persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor | dan
Terlapor 111 dengan cara Terlapor | mengajukan harga penawaran harga
yang tidak wajar yaitu Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyard Rupiah)/unit
kapal dari harga hasil perhitungan Saksi Ahli Bidang Perkapalan yaitu Rp.
4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah)/unit kapal, tetapi terlapor Il justru
memenangkan Terlapor | yang justru akan merugikan negara.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum tepat dalam memutus dugaan
pelanggaran tersebut dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan
hukum yang berdasarkan fakta hukum dan perundang-undangan yang
terkait. Oleh karena itu, Putusan KPPU Nomor 42/KPPU-L/2010 dinilai
belum menerapkan asas keadilan dan pendekatan Rule Of Reason secara

tepat dan cermat.
4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis mempunyai saran sebagai

masukan dalam penanganan kasus di atas, sebagai berikut:

50


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

51

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus lebih teliti dan adil
dalam menjatuhkan putusan atas kasus-kasus yang dihadapi. Majelis
Komisi seharusnya menjatuhkan sanksi pidana pokok kepada para
Terlapor yang terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan
mekanisme dalam pelaksanaan tender.

2. Pelaku usaha juga harus ikut berperan aktif dalam membantu menciptakan
dan mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Selain
itu, masyarakat juga harus ikut berkontribusi dalam penanganan kasus
terkait persaingan usaha yang diketahuinya dan untuk tidak takut
melaporkan kepada pihak yang berwajib, agar kedepannya dapat tercipta
persaingan usaha yang sehat.

3. Pemerintah hendaknya lebih selekif lagi dan hati-hati dalam memberikan
kebijakan pemberian proyek kepada para peserta tender, agar kedepannya

negara tidak rugi akibat Mark Up.
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SALINAN

PUTUSAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesgelanjutnya disebukomisi
yang memeriksa Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010 beakailengan Dugaan Pelanggaran
Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalamdefePengadaan Kapal Patroli
Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 200Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh : -----===m e

1) Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, berkedudukan di J&amung Sahari
Nomor 39 Kelurahan Gunung Sahari Sawah Besar,tdalRasat 10720; ---------------

2) Terlapor Il, PT. Mitra Usaha Logindo, berkedudukan di Jalan &yadV, Rawa
Terate, Pulo Gadung, Jakarta; -----------=== - m oo

3) Terlapor Ill, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C PrograndiKiekspor
Tahun Anggaran 2005 pada saat tender berlangsenkgdudukan di Jalan Raya
Bekasi Timur Nomor 86 Cipinang, Jakarta Timur 124@0 pada saat pemeriksaan

berlangsung, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Ndndekarta Selatan; --------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----=—====-=mmmmmmmm oo

Majelis KOMISH: ==nmmmmmmm e e
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran;------------------=----nnnnnneeeeemmcmeeeo
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhagapdraDugaan Pelanggaran;---------
Setelah mendengar keterangan para Saksi; --—————----===-====mcomemomoee -
Setelah mendengar keterangan para Ahli; -=-====mmmmmm e

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; ————--------==-=-m-mmmmmmmmmmm oo

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidanganrdaestiigator;
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan deiTerlapor; --------------=--=--=------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumaem ghedrkara ini; -----------------------
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SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerimgaordan dari masyarakat
tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undaagg Nomor 5 Tahun 1999
berkaitan dengan Tender Pengadaan Kapal Patrabi Kalas C Program Kredit
Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kepolisian NegarauBkEp Indonesia; ---------------
Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, tapo tersebut merupakan
kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara asknaisi, dan telah jelas dugaan
pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 THJ@@r -----------------------—-
Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi teute Sekretariat Komisi
merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikani——---------=-=====-mmsmmrmmmenev
Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakybanyelidikan terhadap Hasil
Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kagan, dan kelengkapan dugaan
pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasitébdikan; ------------------------
Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, raapélasil Penyelidikan
tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Lapordan disusun dalam bentuk
Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ------—————--=---=m-mmemmmmmm oo
Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komishyetujui Rancangan
Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laf@wgaan Pelanggaran; --------
Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerhiRanetapan Komisi Nomor
173/KPPU/Pen/XIl/2010 tanggal 17 Desember 2010 tatep Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 42/KPPU-L/204i@€bukti A2);

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksadaliluan tersebut, Ketua

Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melkkputusan Komisi Nomor
397.2/KPPU/Kep/XI11/2010 tanggal 17 Desember 20Ifiaieg Penugasan Anggota
Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Beuldian Perkara Nomor
42/KPPU-L/2010 \idebukti A3); -=-=-==mmmmmm oo
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Non#i2/KPPU-L/2010
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor/KDK/Kep/XI1/2010
tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Revkenor 42/KPPU-L/2010,
yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga pulblari kerja terhitung sejak
tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggdriddre2011 yide bukti A14);

halaman 2 dari 64


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

SALINAN

Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikamPBeritahuan Pemeriksaan
Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan PamalahBetikan Surat Keputusan
Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan dBemuan, dan Surat
Panggilan Sidang Majelis Komisi | kepada para Tetavide bukti A8, A9, A10,
Al1l, A12, A13, A15, AL6, ALT); -----nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm e
Menimbang bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 iM&emisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi | dengan agenda PembacaarPdagerahan Salinan Laporan
Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Ter(gjole bukti B1); ----------------
Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi | tersebuadiri oleh Investigator dan
oleh karena Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasaraferlapor I, PT. Mitra Usaha
Logindo dan Terlapor lll, Panitia Pengadaan Kapalrdh Kelas C Program Kredit
Ekspor Tahun Anggaran 2005 tidak hadir dalam Siddiagelis Komisi 1, Majelis
Komisi mengirimkan Surat Panggilan Il yang dilampglengan Salinan Laporan
Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersetult hiadir dalam Sidang Majelis
Komisi Il (videbukti B1, A15, A16, AL7); ----m-mmmmmmm oo oo
Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Maf@misi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi Il dengan agenda Pembacaam Kanyerahan Salinan
Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepadapor yide bukti B2);------
Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi Il tersebihiadiri oleh Investigator,
Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, TerlaplpiPT. Mitra Usaha Logindo dan
Terlapor lll, Panitia Pengadaan Kapal Patroli K&laBrogram Kredit Ekspor Tahun
Anggaran 2005vide bukti B2);------=-==-m-mmm e oo
Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, Maf@misi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi Il dengan agenda sebagakber{vide bukti B2);--------------
15.1 Bagi Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, &edr Il, PT. Mitra Usaha
Logindo dan Terlapor Ill, Panitia Pengadaan Kazidh Kelas C Program
Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005: Pembacaan dagePghan Salinan
Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator;——----------------------
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Il, Btigator membacakan
Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknyai elidhal sebagai berikut
(Vide BUKLE AL): =mmmmmmmmm e e oo oo e o e e

halaman 3 dari 64
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16.1

16.2

SALINAN

Bahwa ketentuan Undang-undang yang diduga dilangjghrpara Terlapor
adalah Pasal 22, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 188&aitan dengan

'pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihakuiatuk mengatur dan

atau menentukan pemenang tender

terjadinya persaingan usaha tidak sehat’;

sehingga dapat akilestgan

Bahwa persekongkolan vertikal atas dugaan pelaagd@asal 22 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh perld, Terlapor I

dan Terlapor Il adalah sebagai berikut;

16.2.1

Pengadaan Kapal Patroli Kelas C yang merupakankdieyeler

dalam perkara ini sebenarnya telah dilakukan pabant 2006

namun dibatalkan. Pada saat pengadaan tahun 2866ug PT.

Krida Kreasi Tirtasarana telah masuk sebagai calemyedia

jasa namun prosesnya dibatalkan yang indikasiny&aite

dengan keaslian produk. Proses pengadaan tersebuidian

diulang kembali pada tahun 2009 dengan peserta Wdog

tahap pra-kualifikasi adalah;

1 | PT. Mitra

Logindo

Pihak

Usahs

Agen Supplier

' Hanwha Corp. Korea

Lender

Korea Exim Bank

2 | PT. Krida
Tirtasarana

Kreasi

Thornycroft Maritime &
Associate AUST

ANZ Singapore
Branch

3 | PT. Gema
Nusantara

Persad

a Microscene Advanced
Pte Ltd.

NORD LB
Singapore Branch

16.2.2

pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua)

Setelah proses pra-kualifikasi,

Panitia Tender

kuddan
tahap

pembukaan dimana setelah tahap pertama, pesertaikdii

kesempatan untuk mengkoreksi penawaran dan metigimasi

penawaran peserta sebagai berikut:

halaman 4 dari 64
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SALINAN

Pembukaan Penawaran
[l

Pembukaan Penawaran |

NEIERREIEEWEER

Harga ; Harga _
Kuantitas Kuantitas
(USS$) (US$)
1. | PT. Mitra Usaha Logindd  30.000.000 24 30.000.00( 70
p. | PT.KiidaKreasiTita | 54500000 25 30.000.00( 50
Sarana
3. | PT. Gema Persada 20.998.027 65 20.098.002 75
Nusantara

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal yalakutian

oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Tirtarée
mengindikasikan adanya perubahan yang tidak waptap
kuantitas kapal yang ditawarkan yaitu naik 100%kbahlebih.
Fakta tersebut yang selanjutnya menjadi petunjukwha
mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap
tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT. aMifisaha
Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana untuk mening&atkosisi

tawarnya dengan meningkatkan penawarannya secdak ti

wajar dibanding penawaran awal; --------------——-------------
16.2.3  Selanjutnya, berdasarkan fakta tahap penilaian rdeku
penawaran (khususnya asp&ian) ditemukan fakta sebagai

berikut;
No. Nama Bobot Nilai
1. PT. Krida Kreasi Tirta 0,1500
Sarana

2. PT. Mitra Usaha Logindo Tidak dapat nilai
S PT. Gema Persadaridak dapat dinilai karenpost bidding
Nusantara (gugur)

Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya @&ahw
permintaan koreksi ata®an proposaldilakukan oleh Panitia
Tender kepada PT. Gema Persada Nusantara namuahsete
dilakukan perbaikan atdean proposaltersebut, Panitia Tender

justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara telah
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melakukanpost biddingdan menggugurkannya sebagai peserta
tender. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersgblas
menunjukkan ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam
menerapkan aturan tender dimana seharusnya ke@kartp
tender tertentu tidak lengkap memenuhi persyarataka
seharusnya langsung digugurkan namun Panitia Tend&u
memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan sétemaju
setelah dilakukan perbaikan Panitia Tender juseaggugurkan
padahal secara faktual, kompetensi untuk menentsldbstansi
loan proposadimiliki oleh lenderdan bukan peserta tender. -----

Bahwa persekongkolan horizontal atas dugaan pedsaggPasal 22

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukam dlerlapor I,

Terlapor Il dan Terlapor Il adalah sebagai berik----------------=--~-----—-

16.3.1

Berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaiskurden
penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekamapgda
loan proposal PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra
Usaha Logindo yaitu: --------=-======mm e
16.3.1.1 Padaloan proposalPT. Gema Persada Nusantara

tidak mencantumkarcredit risk premiumsecara

16.3.1.2  Loan proposal PT. Mitra Usaha Logindo tidak

mencantumkan besaran tingkat bunga;---------—----

Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. GBasada
Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakuk
koreksi loan proposal namun hingga batas waktu yang
ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukameksi
apapun terhadafpan proposalyang berakibat pada gugurnya
PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peserta tendertaRaksebut
selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PTravidsaha
Logindo telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreas

Tirtasarana dengan tidak melengkapi atau mengkiorelas
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proposal yang merupakan salah satu persyaratan dokumen

DENAWATAN, === oo

17. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Maf@misi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi Ill dengan agenda untuk Teolal, PT. Krida Kreasi
Tirtasarana, Terlapor II, PT. Mitra Usaha LogindandTerlapor Ill, Panitia
Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit &kgmhun Anggaran 2005
yaitu Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Lapawgaan Pelanggaran disertai
dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi @dannama ahli dan atau surat

dan/atau dokumen yang mendukung; -------=-=--———— = mmmmmm e
18. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi Il terselifhadiri oleh Investigator,
Terlapor |, PT. Krida Kreasi Tirtasarana, TerlapipiPT. Mitra Usaha Logindo dan
Terlapor Ill, Panitia Pengadaan Kapal Patroli K&laBrogram Kredit Ekspor Tahun
Anggaran 2005vide bukti B3);------=-==mmmmm oo e
19. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, piaerly PT. Krida Kreasi
Tirtasarana menyerahkan Tanggapan terhadap Lapfowgaan Pelanggaran yang
pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikidgbukti C11): -------------=-m=mmnmmnumv
19.1 Bahwa Terlapor I menyatakan membantah secara tagalsa dugaan
pelanggaran berupa persekongkolan vertikal beruganya indikasi
perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapaj gilakukan oleh PT.
Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarayaitu adanya
kenaikan 100% bahkan lebih yang dijadikan sebagdaunpuk bahwa
mekanisme pembukaan penawaran melalui dua tahagebtdr telah
memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logimdm PT. Krida
Kreasi Tirtasarana untuk meningkatkan posisi tawarndengan
meningkatkan penawarannya secara tidak wajar----------------=-==--=----
19.2 Bahwa mengenai adanya peningkatan penawaran oletKitia Kreasi
Tirtasarana (Terlapor 1) yang menurut klaim PT. @ePersada Nusantara
(Pelapor) mengalami kenaikan 100% dari penawaratarpa sehingga
dikategorikan sebagai penawaran yang tidak wajatabdmerupakan hal
yang sangat mengada-ada serta tidak berdasar hiké&rena peningkatan
penawaran yang dilakukan oleh Terlapor | adalahimdalam kerangka

penawaran yang kompetitif, lagipula secara normatitlis tidak ada satu
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ketentuanpun yang melarang dan atau membatasi teittentu dalam

peningkatan penawaran oleh Terlapor | daripada vpar@a pertama,

karena sesungguhnya penilaian pemenang tender limlafa berdasarkan

penilaian harga tetapi berdasarkan akumulasi penilatau evaluasi

terhadap aspek teknis, harga dan aspek loan yatigu jdari akumulasi

penilaian ketiga aspek tersebut, Terlapor | telandapatkan bobot nilai

yang tertinggi daripada peserta lain.; -------——---------m-mmmmmomommmmeee

Bahwa selanjutnya mengenai adampgst biddingyang dipersoalkan oleh

PT. Gema Persada Nusantara, merujuk pada ketes¢bagai berikut: ------

1931

19.3.2

Lampiran | Bab IV B. 3.d. dari keputusan Presidemmér 80
Tahun 2003 yaitu: Peserta pelelangan internasioeatasukkan
penawaran administratif, teknis, harga dan penawatanber
pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengamtukete
Overseas Economie Coorporation for Development (DEC
menyangkut antara lain: jenis proyek yang memersyairat
untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor nratriade
related aid waktu pengembalian maksimum yang dapat
diberikan besarnyainsurance premium, interest ratelan
sebagainya; ---------=-=mm s
Lampiran | Bab | C.3.a.2. dari keputusan Presidembdr 80
Tahun 2003 vyaitu: dalam mengevaluasi penawaran
panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kritenma data
cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen peagadan
penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yamgng jelas
dalam suatu penawaran panitia/pejabat pengadaarat dap
melakukan klarifikasi dengan calon penyedia batsagng/jasa
yang bersangkutan. Dalam Kklarifikasi, penawar hadiyainta
untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitialsgja
pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenanlenguabah
subtansi penawaran. Demikian juga calon penyediangjasa
tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi asmguiah

penawarannya setelah penawaran dibpkat(bidding. ----------
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Bahwa apabila dicermati mengenai lampiran | BalBIS.d dari keputusan
Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tersebut, maka kepadapeserta lelang
internasional telah diberikan suatu pegangan aiatugersyaratan dimana
setiap peserta harus terlebih dahulu memasukkarawazgan baik
administratif, teknis dan harga dengan ketentuarush@esuai dengan
Overseas Economie Coorporation for Development (DE@ng termasuk
mengenai jenis proyek memenuhi syarat untuk mengtependanaan dari
kredit ekspor yang dapat diberikan besarmgurance premium, interest
rate dan sebagainya,; --------=-=====m = m e
Bahwa selanjutnya jika mencermati lampiran Bab B.&£2. telah
memberikan penegasan kepada para peserta lelangoumabagi
Panitia/Pejabat pengadaan dimana apabila ada hgbhg kurang jelas
dalam suatu penawaran maka Panitia tersebut dagagkharifikasi dengan
calon penyedia barang/jasa dengan ketentuan balawdiklasi tersebut
hanya mengenai hal-hal yang kurang jelas tetamktidiperbolehkan
mengubah substansi penawaran dan juga kepadap=igedia barang/jasa
tidak diperbolehkan untuk menambah atau menguna@gawaran setelah
penawaran dibuka, hal ini membuktikan bahwa pertaritelah memberi
suatu peringatan yang merupakan ketentuan yang ltiaksanakan dan
ditaati oleh Panitia/Pejabat pengadaan maupun pesarta lelang atau
penyedia barang/jasa;-----------=-==-==-m s
Bahwa karena Tender Pengadaan Kapal Patroli Pddks C Program
Kredit Bank Ekspor Tahun Anggaran 2005 ini adal@rupakan pinjaman
luar negeri dan dibiayai oleh Bank Luar Negeri malen Pejabat Pembuat
Komitmen mengirimloan proposalasli dari masing-masing peserta atau
yang dinyatakan lulus/memenuhi spesifikasi teknigpadda Dirjen
Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik nbsia untuk
mengetahui sejauh mana kelayakan dt@ proposal masing-masing
perusahaan tersebut;------------m-m oo e
Bahwa atas surat dari pejabat pembuat komitmerletskepada Dirjen
Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik nesia, untuk

mengetahui kelayakatoan proposal masing-masing perusahaan, maka
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dapat dilihat bahwa hanyaan proposaldari ANZ Singapore Branch (PT.
Krida Kreasi Tirtasarana) yang memilikierms and Conditionsg/ang
lengkap, sedangkaloan proposaldari NORD LB Singapore (PT. Gema
Persada Nusantara) tidak mencantumkan besararn ks&ddiremium secara
pasti danoan proposaldari Korea Exim Bank (PT. Mitra Usaha Logindo)
tidak mencantumkan besaran tingkat bunga, pernyataaadalah hasil
penilaian dari Dirjen Pengelolaan Utang Departerdenangan Republik
Indonesia Yide Surat Direktur Jenderal Pengelolaan utang Departeme
Keuangan No: S-747/PU/2009, tanggal 5 Oktober 20@9jhal Penilaian
Loan proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Piagr Kredit Ekspor
Tahun Anggaran 2005);-------=- == mmmm e e
Bahwa berdasarkan penilaian tersebut diatas, makiidPengadaan telah
mengirimkan surat kepada PT. Gema Persada NusatéawaPT. Mitra
Usaha Logindo, dengan tujuan agEan proposal dari NORD LB
Singapore (PT. Gema Persada Nusantara) mengirinbderkhususnya
besaran kredit risk premium dan untakn proposaldari Korea Exim Bank
mengirim kembali besaran tingkat bunga, dengantarathahwa tidak
mengubah item selain yang diminta dari Departemenakigan Republik
INAONESIA; -~ === m ==
Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Panitgadae PT. Gema
Persada Nusantara untuk mengirim kembdahn proposal khususnya
besaran kredit risk premium yang diiringi dengannmatan bahwa tidak
boleh merubah item selain yang diminta oleh Depaste Keuangan

Republik Indonesia, maka PT. Gema Persada Nusantargyirim Loan

proposaltersebut yaitu: -------=-=-=-=m-m-mmm oo
19.9.1 Credit Risk Premiung%o; ----------=-===-m=msmmmm oo
19.9.2 Management Fesemula 0,75% dirubah menjadi 1,00%; -----------
19.9.3 Commitment Fe8emula 1,00% dirubah menjadi 0,75%; -----------
19.9.4 Interest Ratsemula 2,25% dirubah menjadi 1,75%; --------------
Dengan alasan bahwa merupakan kebijakan Bank yamsgrigkutan\(ide
Surat Direktur PT. Gema Persada Nusantara Nomor/G£IN/11/09,
tanggal 03 Juni 2009, Perihal Penyampaian Loan psa Asli). ------------
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Bahwa berdasarkan pengirimdoan proposaldari PT. Gema Persada
Nusantara tersebut terjadi beberapa perubahansdarula sehingga hal
tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta Dégartemen Keuangan
Republik Indonesia dan juga tidak sesuai dengamat sBanitia yang
memberi peringatan agar tidak merubah item selaingydiminta oleh
Departemen Keuangan;----------=-=-=====-mmm oo
Bahwa selain isi dari lampiran Bab | B.3.a.2 daepkitusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tersebu plgh panitia setelah
menerima surat dari Departemen Keuangan Repubtbniesia tentang
penilaianloan proposal dan langsung mengirim surat permintdaan
proposalbaru kepada PT. Gema Persada Nusantara dengéandasdwa
tidak boleh merubah item selain yang diminta olep&temen Keuangan
Republik Indonesia, sehingga hal tersebut sudads jdlahwa dilarang
menambah, merubah atau, mengurangi penawaran rsetdilauka
penawaran, jadi PT. Gema Persada Nusantara separubanya
mencantumkan besaran kredit risk premium sesuamipt&xan dari
Departemen Keuangan Republik Indonesia dan bukaguah lainnya;---

Bahwa berdasarkan adanya perubahan penambaharenigurgngan yang

19.12.1 Management Fedari 0, 75% menjadi 1.00%;
19.12.2 Commitment Fesemula 1,00% dirubah menjadi 0,75%;----------
19.12.3 Interest ratesemula 2,75% dirubah menjadi 1,75%; --------------
Dimana hal tersebut telah diperingati oleh pani#n juga telah diatur
dalam lampiran Bab | C.3.a.2 dari Keputusan Preskiepublik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2003 untuk tidak melakukan perubdizak penambahan

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatakanerbukti secara sah
menurut hukum bahwa benar PT. Gema Persada Nusaeln melakukan
post biddingdan sebaliknya tidak terbukti adanya persekongkslkecara

vertikal.--------=-m oo
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20. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, pieerld, PT. Mitra Usaha
Logindo menyerahkan Tanggapan terhadap LaporandduBalanggaran yang pada
pokoknya berisi hal-hal sebagai berikutdé bukti C12): ----------------=-=-m-m-mmememee-

20.1

20.2

Bahwa Terlapor Il menolak dengan keras dugaan tetaakukan
perbuatan yang melanggar Pasal 22 Undang Undandg TNahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingaah&didak Sehat.
Karena itu Terlapor Il tidak dapat menerima telapodisikan sebagai
bagian dari pelaku PERSEKONGKOLAN VERTIKAL dan/atau
HORISONTAL ; =mmmmmmm oo oo o e
Tentang PERSEKONGKOLAN VERTIKAL; --------m--mmmommmmmmm oo
Bahwa analisa Investigator mengenai fakta adanyabpban kuantitas
kapal dalam Penawaran ke Il PT.Mitra Usaha Logifigelapor Il) dan PT
Krida Kreasi Tirta Sarana (Terlapor 1) yang nailk0%) atau lebih telah
mengindikasikan adanya penawaran yang tidak wedgm, fakta tersebut
dikatakan sebagai petunjuk bahwa mekanisme pembulkemawaran
melalui 2 (dua) tahap telah memberikan fasilitapakia PT. Mitra Usaha
Logindo (Terlapor II) dan PT. Krida Kreasi Tit&arana (Terlapor I) untuk
meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkaravparan, adalah
analisa yang sangat keliru dan tidak berdasar karep-----------------------
20.2.1  Mekanisme melalui 2 (dua) tahap penawaran terséddah
dijelaskan oleh Panitia Tender (Terlapor Ill) bahweserta
tender diperkenankan untuk meningkatkan tawaraarapbhpun
besarnya dari Penawaran |, dan ketentuan itu tencaempula
dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS). [=dg

waktunya sendiri dari Penawaran | ke Penawararathlya 15

20.2.2  Sebagai peserta tender yang berharap menang as@baat
wajar apabila dalam Penawaran | ternyata beradawailb
peserta lain kemudian meningkatkan penawarannyamdal

Penawaran Il diatas Penawaran | peserta lairs-----------------
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20.2.3 Dalam perkara ini, walaupun faktanya dalam Penawéemll
kuantitas kapal yang ditawarkan Terlapor Il meleti®0% dari
Penawaran | namun penawaran Terlapor Il tetap betdxhwah
Penawaran ke Il PT. Gema Persada Nusantara; difrextegor
Il kuantitas 70, sedangkan PT. Gema Persada Nuaanta
kuantitasnya 75 atau ada kelebihan 5 diatas peaawiarlapor
Il. Keadaan yang demikian itu jelas telah sangatikdan tidak
beralasan Investigator berpendapat adanya penawangnidak

wajar dari Terlapor Il; ---------m-mmmmm oo

Bahwa selain itu adalah menyangkut harga. Dimamayaéa Investigator
tidak mempertimbangkan faktanya bahwa harga yatagvdrkan Terlapor
Il dalam Penawaran | maupun Penawaran ke |l bedstas harga PT.
Gema Persada Nusantara; vyaitu Terlapor Il sebgS$# 30.000.000,-
sedangkan PT. Gema Persada Nusantara dalam Pemakeard US$
29.998.002,- yang berarti harga PT. Gema Persadantara lebih bagus
(kecil) daripada Terlapor 11} =----=-==mmm e
Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut diatas,, lyalk kuantitas maupun
harga dimenangkan PT. Gema Persada Nusantara, teridu naif
Investigator menduga adanya Persekongkolan Vertikédra Terlapor Il
dengan Terlapor 11, =----mmmmm oo
TentangPOST BIDDING------nmnmmmm oo oo

Bahwa tentang penetapapost bidding terhadap PT. Gema Persada
Nusantara adalah sebagai keputusan Terlapor diknpapost biddingitu
tidak ada fakta yang membuktikan telah menguntumgRa&rlapor Il yang
juga tidak dapat memenangkan tender tersebut. N&awema Investigator
dalam mengemukakan fakta-fakta menyanglagt biddingdimaksud tidak
sesuai fakta atau telah melakukan kekeliruan denganmgatakan keputusan
post biddingpada tanggal 13 Mei 2009, sehingga tindakan menggan
itu dapat diartikan supaya peserta tender hanygmainTerlapor | dan I
saja, yang berarti telah terjadi persekongkolatikadrantara Terlapor | dan

Il dengan Terlapor Ill, maka Terlapor Il perlu@menanggapinya; -------
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Bahwa dalam LDP di bagian FAKTA LAIN point 14 memngé Post
bidding Investigator dalam butir 14.7 dan 14.8 mengemakak------------
Pada tanggal 13 Mei 2009 Panitia melaksanakan a&siatian ditemukan

adanya perubahan patlaan proposaldari PT.Gema Persada Nusantara,

YU & =mm e
No. Item Perubahan Propbsan

13 Mei 2009 (semula) 18 Seiier 2009

1. Interest rate 2,25% /5

2. Management Fee 0,75% 1,00%

3. Commitment Fee 1,00% 0,75%;

Panitia memutuskan bahwa PT.Gema Persada Nusdelahamelakukan

POst bidding--=-============ems s e e e

Bahwa apa yang dikemukakan Investigator itu, bapada tanggal3 Mei
2009 Panitia melakukan evaluasi dan memutuskan PT. GBeraada
Nusantara telah melakukapmost bidding tidak berdasarkan fakta-fakta
sebagaimana dikemukakan dalam LDP butir 14.4, d4n514.6; yaitu : ---

20.7.1  Panitia memberitahukan kepada PT. Gema Persadanfdtsa
dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melengkiagin proposal
yang kurang, akan tetapi tidak merubah item yangnja
(sesuai dengan Surat Panitia No.Pol.B/1128/X/Z8@&lbg
tanggal 21 Oktober 2009); ----------=-==== s —— oo

20.7.2  Pada tanggal 23 Oktober 2009 PT. Gema Persada fdtsan
memberitahukan bahwa adiban proposal dikeluarkan dari
NORD LB SINGAPORE dengan Supplier Microscene Adwanc
Technologies, Pte.Ltd. (sesuai dengan surat PT (Geensada
Nusantara Nomor 059/GPN/X/09 tanggal 23 Oktobe©208--

20.7.3  Kemenkeu RI mengirimkan Surat Konfirmalsoan proposal
Nomor S-871/PU/2009 tanggal 16 November 2009.-—-------
Dan, juga tidak sejalan dengan fakta berdasarkambhkn Sanggahan PPK
sebagaimana dalam LDP butir 15.3 huruf b, yang eteskan : --------------
“...bahwaloan proposaldari NORD LB Singapore yang diajukan oleh PT
Gema Persada Nusantara tanggal 23 Oktober 200% unemenuhi
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permintaan  Panitia Pengadaan sesuai dengan surabitiaPa
No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober R0ernyata telah
mengalami perubahan dddan proposalyang diajukan pada tanggal 13
MeEi 20097 ; —mmmmmmm oo
Bahwa atas dasar itu berarti Investigator telahlrsdhlam menilai fakta dan
berkesimpulan sebagaimana dalam LDP bagian ANALIBBAGAAN
PELANGGARAN (halaman 11 alinea terakhir) yang mealan Panitia
tidak konsisten dalam menerapkan aturan tender;amAminvestigator
MeNnyatakan ;| =-----=--mm oo oo e
“..Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumngbhwa permintaan
koreksi atasoan proposaldilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema
Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbatkaloan proposal
tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. GReraada Nusantara
telah melakukapost biddingdan menggugurkannya sebagai peserta tender.
Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelasnumukkan
ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkaan tender dimana
seharusnya ketika peserta tender tertentu tidalgkégn memenuhi
persyaratan maka seharusnya langsung digugurkanm®&anitia Tender
justru memberikan kesempatan untuk memperbaikisgtamjutnya setelah
dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggkeyur.."; ----------------
Bahwa karena Investigator telah tidak sesuai fakk&ayebutkan Panitia
(Terlapor IIl) telah memutuskapost biddingterhadap PT. Gema Persada
Nusantara pada tanggal 13 Mei 2009, maka dariatu ldhirenanya alasan
Sanggahan yang disampaikan PT. Gema Persada Nasdittaga adanya
penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yalaf ditetapkan
dalam dokumen pemilihan pemenang dan adanya dugkayasa tertentu
sehingga menghalangi terjadi persaingan sehat, agierjabur. Dan
karenanya, kesimpulan Investigator dalam menandgppran tersebut dan
mengkualifisir sebagai pelanggaran ketentuan RP&sblU No.5 tahun 1999
dan menyatakan layak dilakukan pemeriksaan masulk dteap Sidang
Majelis Komisi adalah kesimpulan yang keliru datak berdasar; -----------
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20.11 Bahwa lebih jauh dari itu, berdasarkan fakta yaikgrdukakan Investigator
dalam LDP butir 15.6, adanya surat LKPP (Lembaghijgikan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah) sebagai lembaga resmi Yengigas dan
berwenang menilai permasalahan lelang, yang mebjdwasultasi PPK
(Terlapor 1ll), menjelaskan bahwa terbukti PT. GeRersada Nusantara
telah menyampaikan kondisi pembiayaan selain yanginth oleh
Kementerian Keuangan melalui Panitia Pengadaamaefsoses evaluasi,
dengan demikian perubahan tersebut merupakan @ndap&st bidding
dalam pelelangan, berarti telah tidak terbantahkenurut hukum adanya
post biddingdimaksud; ----=-==-=====mm e

20.12 Tentang PERSEKONGKOLAN HORISONTAL;-------=-=n=-mmmmmmmmmmmmeeem

Bahwa Investigator telah tidak fair dalam menyarkg@aidata atau fakta,

dan telah pula sangat naif berargumen dalam poirL? yang pada
pokoknya mengatakan : ----========m==mmmmmm e

Bahwa berdasarkan fakta terkait dengan prosesgmmitlokumen penawan

peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan lpadaproposalPT. Gema

Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo yaHu
20.12.1 Loan proposal PT. Gema Persada Nusantara tidak

mencantumkagredit risk premiunsecara pasti;

20.12.2 Loan proposal PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan

besaran tingkat bunga.; ----------=-==== === m s
20.13 Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Geeraada Nusantara dan
PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksin proposalnamun
hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usdlogindo tidak
melakukan koreksi apapun terhad@an proposalyang berakibat pada
gugurnya PT Mitra Usaha Logindo sebagai pesertdeterakta tersebut
selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT.raMilsaha Logindo
telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Ti8arana dengan tidak
melengkapi atau mengorekkian proposalyang merupakan salah satu

persyaratan dokumen penawaran; ---------=---————=m=mmmmmomeme oo
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20.13.1 Bahwa apa yang dikemukakan Investigator tersebatasli
ternyata Investigator tidak lebih jauh mengemukakakta
apakah PT. Gema Persada Nusantara ada melakukaksikor
sehingga memungkinkan untuk bersaing dengan Terl#po
Investigator hanya menyatakan Terlapor 1l saja yaidgk
melakukan koreksi tetapi tidak menjelas perihal #daknya
koreksi dari PT. Gema Persada Nusantara. Dan, nalar
Investigator ~ mengatakan Terlapor Il telah memitasil
Terlapor | dengan tidak melakukan koreksi terhadaan
proposaladalah nalar yang terlalu naif dan tidak berdaaeeria
Terlapor Il sendiri sangat menghendaki memenandktmg
tersebut, yang untuk itu telah banyak membuangabiagktu

dan tenaga; -------=-=-=-=s===m=m=mm e oo ee

20.13.2 Bahwa Terlapor Il sendiri telah berusaha untuk menaiki
loan proposal sebagaimana yang dimintakan oleh Terlapor llI,
namun Terlapor Il mendapat jawaban dari lender laaloan
proposal yang sudah diajukan sudah benar dan tidak perlu
dirubah lagi. Dalam kondisi seperti itu Terlapomémang pada
akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan PPK (Perldll)

melakukan koreksiloan proposal sampai dengan batas

WAKEUNY@ === e e e

20.13.3 Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hasil penilalakumen
penawaran yang disajikan dalam LDP (vide halambaaorgf d),
ternyata sanggahan PT. Gema Persada Nusantara yang
mengklaim bahwa dirinya yang paling baik (vide LB#ir 15.2
huruf (b) tidak sesuai fakta. Fakta berdasarkanl ipasilaian
aspek teknis dan asp&kan (vide halaman 5 huruf d), ternyata
PT. Gema Persada Nusantara nilainya tidak lebilk ldaii

Terlapor |, —---mmmmm e

20.14 Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya Igaesti dalam LDP
berkesimpulan wajar dan sudah seharusnya PT. Gemsad2 Nusantara
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dikalahkan dalam lelang qug dari dan karenanya tidak pada tempatnya
Investigator memberikan kesimpulan : * ... bahwa Llapo Hasil

Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Md@@misi.” ; -------

20.14.1 Bahwa hal lain yang tidak dapat diterima Terlapbradalah
Investigator telah keliru dan Terlapor Il sangabdmtan dalam
LDP butir 10.2 huruf (b) angka (1) dikatakan Tedapl selaku
agen SUPPLIER HANWHA CORP. Korea, karena Terlapor |
tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan tersé&mng
benar Terlapor Il adalah selaku agempplierSAMWON Corp.-

21. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, picerldl, Panitia Pengadaan

Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor Tahumggaran 2005 menyerahkan

Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggararpgaagpokoknya berisi hal-hal
sebagai berikutvide bukti C13): ----=======nmmmememe e

21.1

21.2

Bahwa adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua)p tadalah sesuai
dengan Telegram Kapolri (TR) No. Pol: TR/1251/X006 Tanggal 29
Desember 2006 tentang pelaksanaan metode evakrasivaran dua tahap
diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk seliehgadaan Barang/Jasa
dilingkungan Polri baik pengadaan dari rupiah mu@PBN) maupun
PHLN (Kredit Ekspor), dalam Telegram Kapolri terselliatas berapa
persen batasan peningkatan penurunan harga pemaketaa dan juga di
dalam RKSS (Dokumen Pengadaan) tidak ada pembathsaarnya
peningkatan/penurunan harga penawaran pertamardéagga penawaran

kedua. Hal ini telah dijelaskan oleh Panitia Peagadpada saat acara

Aanwijzing (penjelasan) ;--------=====m=mmmm s

Jadi tidak benar bahwa penawaran harga melaldud) (tahap tersebut
telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usabgihdo dan PT. Krida
Kreasi Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tayear dengan

meningkatkan penawarannya secara tidak wajar kdP@naema Persada
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Dugaan adanya persekongkolan vertikal dan horit@aalah tidak benar
dan tidak berdasar hukum, karena bahwa gugurnyaG€ma Persada
Nusantara dalam proses lelang dimaksud adalah&post biddingsetelah
Panitia  melakukan  Klarifikasi sebagaimana surat Nd?ol:
B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009 pérPeanilaian Loan
proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kreditp&ksTA.
20005 mmm s

21.3.1 Bahwa klarifikasi ini dilakukan oleh panitia sebagarwujudan
itikad baik dalam rangka memenuhi prinsip dasargpdaan
antara lain adil/tidak diskriminatif dengan memkan
perlakuan yang sama bagi semua Calon Penyediad@aasa. --

21.3.2 Tindakan PT. Gema Persada Nusantara mengirimkarbddem

loan proposal dengan mengadakan beberapa perubahan

mengenai management feedari 0,75% menjadi 1,00%,
commitment fedari 1,00% menjadi 0,75% danterest ratedari
2,25% menjadi 1,75% adalah tindakamost bidding mengingat
PT. Gema Persada Nusantara diminta untuk mencaatumk
besararCredit Premium Riskecara pasti dengan tidak merubah
item selain yang diminta dari Depkeu Réfm and Condition
dengan rate yang pasti ; -----------=m-mmmmmmm oo
21.3.3 Bahwa PT. Gema Persada Nusantara tanpa dilakukamogas
klarifikasi sebenarnya sudah gugur, kardoan proposafya
yang tidak memuaPremium Risksehingga tidak dapat dinilai
oleh Kementerian Keuangan ; ---------=-========mmmmmmmmmmmmmmeeoo
21.3.4 Bahwa dugaan adanya persekongkolan horizontal sakali
tidak terbukti, karena PT. Mitra Usaha Logindo ltetaenjawab
surat Panitia Pengadaan No. Pol: B/1128/X/2009 gain@1
Oktober 2009 yaitu melalui surat Nomor: 068/MUL/B(®

tanggal 27 Oktober 2009 perihal tanggapan surat

B/1128/X/2009/Sdelog yang menyatakan setelah bedkuasi
dengan Lender (Korea Exim Bank) bahwa permintaan

perubahanloan proposaltidak perlu dilakukan, karena suku
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bunga CIRR adalalfloating yaitu berubah setiap tanggal 15
setiap bulannya, maka perhitungan waktu dapat ukiak

Penetapan Panitia Pengadaan Kapal Patroli PolisisKeé Program Proyek
KE TA. 2005 sebagai Terlapor 11l yang diduga melgargketentuan Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak berdasar hulkanmena Polri/Panitia
bukan merupakan obyek dari UU ini sebagaimana domak-----------------
Pasal 1 angka (1): Monopoli adalah penguasaan patatiksi dan atau
pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasduteieh satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha ;----———--------=--=-ocommeeeev
Angka 5: Pelaku adalah setiap orang perorangan lzdan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hulamg didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wiladyakum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamaasar@lalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalamgogk@nomi ; ---------
Angka 6: Persaingan usaha tidak sehat adalah pgesaantar pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pearas@arang dan atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atalawsn hukum atau

menghambat persaingan usaha ; ---------------———=--=-=-m-m-mmmmommmmo
Pasal 22: —----mmmmm e
‘Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihakul@uk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender sehingga dapat aki@sgan
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat=-5—--------------------—--—-
Pasal 39 ayat (4): --------mmmmm e

“Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengaeteetgan saksi, saksi

ahli dan atau pihak lain.” ; ==-==-==-==mmmm oo
Bahwa Kapolri cq. Terlapor Il adalah Pejabat Thsaha Negara, yang
apabila ada Keputusannya merugikan sesorang atlan daikum perdata
yang kemudian mempermasalahkannya, maka hal inikndedam sengketa
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Peamagka 4 UU
Nomor 1 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahardeg. UU Nomor 9

halaman 20 dari 64


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

22.

23.

24.

25.

26.

27.

SALINAN

Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun [iO&38J Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nombahbin 1986,
DErDUNY I = m e e
“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yabgltdalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau Badan HukutatRetengan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat malgmrah sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, tekmasengketa
kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-umdgaga berlaku”. ---
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan RPéoda, Majelis Komisi
menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluandiaampaikan kepada Rapat

KOMISH; =mmmmmm e m e e e e e

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadppran Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakuRameriksaan Lanjutan
terhadap Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010; -----=-====mnmmmmmmmm oo
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kors&dgnjutnya Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 11/KPPU/P&@1ll tanggal 8 Februari
2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 42/KBRQ1O0 (vide bukti
A28 mmm
Menimbang bahwa untuk melaksanakan PemeriksaamtaanjKomisi menerbitkan
Keputusan Komisi Nomor 49/KPPU/Kep/11/2010 tang@aFebruari 201lentang
Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis KomisiapB@meriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010ide bukti A29); --------==-==mmmmmmmmmmmm oo
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Noni2/KPPU-L/2010
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi NomotkK02K/Kep/11/2011 tentang

Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nom&™2J-L/2010, yaitu dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari ketgahitung sejak tanggal 16
Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 201]jikarMajelis Komisi menilai
perlu, dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga Ipuhari kerja yaitu terhitung mulai
12 Mei 2011 sampai dengan 24 Juni 20didl€bukti A41); --------------=--mmmmmmmemeem
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikamPBeritahuan Pemeriksaan
Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan LanjutikaR Surat Keputusan Majelis

halaman 21 dari 64


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28.

29.

30.

31"

32.

33.

SALINAN

Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, Surat Panggilan Sidang
Majelis Komisi kepada para Terlapmide bukti A34, A35, A36, A37, A38, A39);---
Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, Idafe@misi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda PemeriksaahBAlkti berupa Surat dan atau
Dokumen Yidebukti B3.1); -----=--mmmmmmm oo oo oo e
Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkart-alat bukti berupa surat

dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigeebagai berikut; --------------

29.1  Telegram Rahasia (TR) 1251 Kepala Kepolisian Repuihdlonesia; --------

29.2 Berita Acara Negosiasi Teknis No.Pol.BA/04/NEGTEK/05/1X/2009
tentang Klarifikasi Penilaian Aspek Financingoén proposal Dalam
Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C Prodfaedit Ekspor TA
2005 tanggal 8 September 2009 --------=-==-=mmmmmmmm o

29.3 Surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuahigars-747/PU/2009
tertanggal 5 Oktober 2009; ---------===== == s

29.4 Berita acara No. Pol: BA/O4/Klarifikasi/KE.05/X/29Qentang Klarifikasi
Penilaian Aspek FinancingLdan proposgl Dalam Rangka Pengadaan
Kapal Patroli Polisi Tipe C Program Kredit Eksp& Z005;------------------

29.5 Keterangan (BAP Penyelidikan) terhadap Panitia €endan seluruh
peserta teNAer; —-------==-mmm oo e

Menimbang bahwa Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tisgi@a tidak mengajukan alat-

alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepadeligl&omisi;

Menimbang bahwa Terlapor II, PT. Mitra Usaha Logirtidlak mengajukan alat-alat

bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Mé#elisisi;
Menimbang bahwa Terlapor Ill, Panitia Pengadaanak&atroli Kelas C Program
Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005) tidak mengajusat-alat bukti berupa surat
dan atau dokumen kepada Majelis KOMISi; -----======mmmmmmmmm s
Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2011, Maj&smisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi $dKepala Sub Direktorat
Bantuan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan BaraagBamerintahan), yang
pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasibaggai berikut ide bukti
o )
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33.1 Pengadaan dengan sumber dana kredit ekspor ddakd&ngan 2 (dua)
tahap yaitu tahap pertama, penyampaian administiasiteknis. Kedua,
penyampaian harga maupun pendanaannya. Dimungkunkak dilakukan
pembukaan penawaran secara 2 (dua) kali sesuaré&epiomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Basang@merintah,
yakni pembukaan penawaran administrasi dan telsgga pembukaan
penawaran Narga; -----------=mmm s

33.2 Proyek kredit ekspor seperti tersebut dalam PP Mothdahun 2006
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atauirRaaerHibah serta
Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (BHLlp¢nilaian
administrasi dan teknis dilakukan oleh pemilik pgan (user) Sedangkan
metode pendanaannya dinilai oleh Menteri Keuang&epanjang
permintaan untuk melengkapi item yang kurang lepgkasebut dari pihak
Menteri Keuangan maka Panitia tidak melakukan kbsal, berbeda halnya
jika atas inisiatif Sendiri; -=-==-=-=====mmm

33.3 Proyek ini merupakan kredit ekspor maka kewenandaepkeu
(Departemen Keuangan) mempunyai standar penilaesertdiri apabila
dirasa perlu untuk melengkapi item yang dimintardgaa dinilai. Pada
tataran evaluasi harus berpedoman pada aturanbgalaku sesuai dengan
yang diminta untuk dilengkapi oleh Depkeu. Apalpkserta melengkapi
ketentuan yang tidak diminta maka hal tersebutktidgperbolehkan.
Depkeu tidak berwenang menilai hal lain selasn proposagt---------------

334 Pada saat peserta melengkapi iteyan proposalyang diminta untuk
dilengkapi dan ternyata ada item lain yang beruiaka menjadi mutlak
kewenangan Panitia untuk menyatakan bahwa halbtgrseerupakamost
bidding Post biddingsebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 80
Tahun 2003 adalah tindakan mengubah, menambah, ndamgurangi
kriteria dan tatacara evaluasi setelah penawaitawkdi Demikian apabila
peserta menambah yang tidak diminta sebelumnya mEmambahan
tersebut pada tahap evaluasi maka dianggapbidding----------------------

33.5 Sesuai lampiran 1 Bab Il A angka 1 (satu) huruf epptes Nomor 80
Tahun 2003 bahwa penyampaian penawaran adalahi skswgan batas
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waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Setelayatakan ditutup
maka tidak boleh lagi ada penawaran yang diterideemudian dilakukan
pembukaan penawaran, dan setelah pembukaan l|akukiin evaluasi
penawaran dari peserta tersebut. Sehingga apaildancsuatu pelelangan

pemasukkan penawaran 2 (dua) kali tidak diperbalehk--------------------

34. Menimbang bahwa pada tanggal 18 April 2011, Maj&smisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi $alKepala Seksi Pinjaman
dan Hibah Ill C, Sub Direktorat Pinjaman dan Hiddh Direktorat Pinjaman dan

Hibah, Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu, yang padkoknya Majelis Komisi

memperoleh informasi sebagai berikudé bukti B9);----------=--=-==-mmmmmmm oo

34.1

34.2

Pengadaan Kapal Patroli Polri Tipe C merupakaygkgengadaan yang
didasarkan pada alokasi pembiayaan kredit eksgamtanggaran 2005
senilai US$ 30.000.000,00 (tiga puluh juta dol&®suai surat Derenbang
Polri pada tanggal 27 Juli 2009, disampaikan bapeserta tender yang
lolos adalah 3 peserta; 1. ANZ Singapore Branchgaensupplier
Thornycroft Maritime Associates yang diageni olefi. Krida Kreasi
Tirtasarana, 2. NORD LB Girozentrale Singapore Bhadengarsupplier
Microscene Advanced Tech. Yang diageni oleh PT. &eRersada
Nusantara dan 3. Korea Exim Bank dengan supplienw®m Corp. yang
diageni oleh PT. Mitra Usaha Logindo. Ditindaklanjdepkeu dengan
surat nomor S747/PU/2009 tanggal 5 Oktober 20G@&napaikan beberapa
hal antara lain dari ketiglban proposaltersebut hanya ANZ Singapore
Branch yang lengkap sehingga financial proposadetart bisa dinilai.
NORD LB Girozentrale Singapore Branch tidak mengarkanCredit Risk
Premiumsecara pasti sedangkan Korea Exim Bank tidak nmémcean
besaran tingkat suku bunga,; ---------==-==== -
Pada proses pengadaan kredit ekspopplier membawa lender masing-
masing. Yang diajukan lender pada saat tender lattzda proposal loan
inilah yang diminta untuk dinilai oleh Depkeu. MentKeuangan yang
nantinya akan melakukan negosiasi terhadap lerteterlibatan penuh
Depkeu terjadi dalam negosiasi yang dilakukan altelkontrak

ditandatangani dan siapa lender yang akan mendBeailasarkan SOP
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(Standar Operasional Prosedur) setelah meneliaa proposal dari

Kementerian lembaga, maka Direktorat Pinjaman dabald Depkeu
menilai dengan mengacu pada 4 (empat) iy@inu effective cost, net
present value, grant element dan present of paynfgmdbila tidak bisa
dihitung dan dinilai maka Depkeu akan mengembalikkepada
Kementerian lembaga melalui surat untuk dilengklagmbali. Sifatnya

rekomendasi dan keputusan penilaian ada di Kemante&embaga dalam

hal ini Panitia Pengadaan; ---------=--=-=-=m s e
Padaloan proposal dengan lender NORD LB Girozentrale Singapore
Branch tersebut bahwa dalam ite@redit Insurance Premium ‘to be
determined after the date before loan signinBahwa dalam menghitung
Credit Insurance PremiumBank seharusnya bisa menilai kebutuhan dan
angka pada saat itu. Apabila NORD LB Girozentraleg&oore Branch
dalam loan proposal pada item Credit Insurance Premiumhanya
mencantumkan angka ‘0’ (nol) maupun tidak mencaktumsama sekali
angkaCredit Insurance Premiumrmaka tidak menjadi suatu masalah karena

tidak membebartredit Insurance Premiurdan bisa dihitung; ---------------

35. Menimbang bahwa pada tanggal 19 April 2011, Maj&smisi melaksanakan

Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaasi 3k Direktur Utama PT.

Gema Persada Nusantara, yang pada pokoknya Mafeimisi memperoleh
informasi sebagai berikutifle bukti B10); --------=-=-=-====m=mmmmm oo

35.1

35.2

PT. Gema Persada Nusantara tidak mencantumkanrabesxedit
Insurance Premiundalam loan proposaldan yang tertera adaldfthe
lender will be able to provide a precise indicatiohthe risk insurance at a
date closer to the signing of the facility agreethekarena mengikuti
aturan yang tersebut dalam RKSS (Rencana Kerja Sla@arat-Syarat)
bahwa Credit Insurance Premiuntidak termasuk bagian yang harus
dilengkapi/diminta; -------=-====m = s
PT. Gema Persada Nusantara meminta résési proposalkepada lender,
setelah menerima surat dari Panitia yang meminta ®dma Persada
Nusantara untuk melengkajman proposalpada itemCredit Insurance

Premiumdengan cara PT. Gema Persada Nusantara menyampajkada
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pihak lender untuk mencantumkan itebnedit Insurance Premiunyang
diminta dilengkapi oleh Depkeu supal@an proposalbisa dinilai dan

kewenangan dari pihak lender untuk mencantumkaaraesingkat suku

bunga sesuai mekanisme pasar;---------------———— = msm s o
Menimbang bahwa pada tanggal 20 April 2011, Maj&smisi melaksanakan
Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan IAKlepala Jurusan Teknik
Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh November, gygrada pokoknya Majelis

Komisi memperoleh informasi sebagai berilwité bukti B11);

36.1 Analisa kewajaran harga Kapal dilihat dari estimasgineeringdengan
melihat spek, detiéngine dan harga di RAB apakah cukup rinci;-------—---
36.2  Towing test merujuk pada spesifikasi kapal, denkgeepatan kapal yang
dibutuhkan sekitar 30-35 knot maka dilakukan partgan teoritis dengan
cara mendapatkan kebutuhamgineyang diperlukan untuk menggerakkan
kapal. Presisi pengujian dapat dilakukan dengam egr model kapal
(0= o A
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan taanjuMajelis Komisi
menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaanutan, maka Majelis Komisi
menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi NomotKMK/Kep/V/2011 tentang
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nom&P#24-L/2010, yaitu dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kegehitung sejak tanggal 12 Mei
2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2@de(pukti A58);----------=--=-=-mmmmmemmmmen

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Mehtmma, Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendaysan Aparatur Negara
Republik Indonesia Nomor SKB/01/M.PAN-RB/5/2011 teerg Perubahan Hari
Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 dan SRBA.PAN-RB/05/2011
tentang Perubahan Hari Libur dan Cuti Bersama TaPk@hl, dipandang perlu
menyesuaikan jangka waktu Penanganan Perkara Né2iiPPU-L/2010 tentang
Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomah&nT1999 dalam Tender
Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit &k3@hun Anggaran 2005 di
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam taha&pp&hjangan Pemeriksaan
Lanjutan, yang semula adalah 12 Mei 2011 sampajate@4 Juni 2011 disesuaikan
menjadi 12 Mei 2011 sampai dengan 28 Juni 20tk pukti A63); --------------------
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39.

40.

41.

42.
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Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjanganeriksamn Lanjutan,
Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majkbsnisi melalui Keputusan
Komisi Nomor 94.1/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 12 Meil20tentang Penugasan
Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpaggn Pemeriksaan Lanjutan
Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010ide bukti A59); -------==-==mmmmmmmmmmmm oo
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikastikdn Penetapan
Penyesuaian Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaajutdn kepada para
Terlapor videbukti A73, A74); —m-mmmmmmmm oo e
Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Ma&falmisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli ktu@ Program Studi Teknik
Perkapalan Universitas Indonesia, namun yang bgkstan tidak hadir memenuhi
panggilan Majelis Komisi, Majelis Komisi mengirimkeSurat Panggilan 1l kepada
Ahli tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Ksinfl (videbukti A72, B12); ----

Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, Ma&falimisi melaksanakan Sidang
Majelis Komisi Il dengan agenda Pemeriksaan AhlKktua Program Studi Teknik
Perkapalan Universitas Indonesia, yang pada pokokfgjelis Komisi memperoleh
informasi sebagai berikutifle bukti B13); ----------=-==-=-=m-mmm oo

42.1 Analisa harga dan spesifikasi kapal merujuk kesasifikasi teknis kapal

yang dipersyaratkan dalam RKSS (Rencana Kerja dgaraGSyarat)
dihitung secara kasar yaitu per unit kapal seb&ar1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) untulkengine dan Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar
lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000.000@@a milyar rupiah)
untuk bodi kapal. Total perkiraan harga perhitungasar untuk 1 unit
kapal patroli tipe C adalah sebesar Rp. 3.000.00000 (tiga milyar
rupiah) hingga Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyapiah) beserta

perlengkapan di dalamnya,; ------===========s=scm—sosommm oo oo
42.2  Komponen harga terbesar pada kapal patroli terdzgadd mesin, propulsi,
genset, dan beberapa alat navigasi. Mahalnya hmeganit kapal antara

lain juga disebabkan oleh bea masuk yang dibebaBkanCukai terhadap

43. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Ma&falmisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi Ill dengan agenda Pemeriksaan Terap PT. Krida Kreasi
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45.
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Tirtasarana, Terlapor Il, PT. Mitra Usaha LogindandTerlapor Ill, Panitia

Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit &kgmhun Anggaran 2005,

namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi pkamgdilajelis Komisi ¢ide
DUKL B14); =-mmmmmmmm e m o s e s
Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Ma&falmisi melaksanakan Sidang

Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimptiasil Persidangan yang

diajukan baik dari pihak Investigator maupun pifi@klapor yide bukti B14); --------

Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimptiasil Persidangan yang

pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berldepukti C16): --------------=--=------

45.1

45.2

45.3

Dalam pelaksanaan tender ini, Panitia Pengadadaksamakan proses
penyampaian penawaran berdasarkan instruksi dalelegrm Rahasia
Kapolri TR 1251 dengan melakukan pembukaan penawsgbanyak dua
kali dengan jeda waktu dua jam antara pembukaaawsean pertama
dengan pembukaan penawaran kedua, dimana dalandyedam tersebut
peserta tender diberikan kesempatan untuk melakp&eubahan terhadap
harga dan kuantitas produk yang ditawarkan ;--------------=--=-=--oecumvo-
Bahwa pelaksanaan pembukaan penawaran sebanyalaRkgli tersebut
tidak dikenal dalam ketentuan Keputusan Presidemd®0 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baranggi@saniah padahal
berdasarkan alat bukti diketahui bahwa secara keden, pelaksanaan
tender ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentGeppres Nomor 80
Tahun 2003, oleh karena itu dapat disimpulkan baRamitia Tender telah
melakukan pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003;----------------
PengertianPost biddingberdasarkan Pasal 19 ayat (5) Keppres No. 80
Tahun 2003 adalah’dalam mengevaluasi dokumen penawaran,
panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa kdaliperkenankan
mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria daa tara evaluasi
tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukatakan lain yang
bersifat post bidding=--------=-====m s
45.3.1 Berdasarkan pengertian tersebut dijatas dapat disimpulkan
perilaku panitia yang meminta perbaikan kepada 8&ma
Persada Nusantara terkait it€@nedit Risk Premiunyang tidak
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45.4

45.5
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tercantum pad&oan proposalPelapor merupakan suatu bentuk

post bidding -------=-===== ===
Bahwa sesungguhnya ite@redit Risk Premiunmi tidak dipersyaratkan di
dalam RKSS sebagaimana tertera dalam Bagian ltengnPersyaratan
Harga dan Loan poin 2 huruf b tentang Persyaratsanldalam Rencana
Kerja dan Syarat-Syarat No. Pol. RKSS/NEGTEK/040&EV11/2009,
yang berbunyi: ----------m o
‘Loan proposal harus secara jelas mencantumkan mgntprosentase
pendanaan dari Lender, Maturity, Grace Period, Rgpant, Interest Rate,
Commitment Fee, Management Fee serta Fee laitetgai tidak termasuk

Premi Asurans Pinjaman yang diperhitungkan’;

Bahwa yang dimaksud dengéerms and conditions sebagaimana tertera
dalam isi surat Dirjen Pengelolaan Utang Departetdenangan No. S-
747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 di atas adatader, Maturity,
Grace Period, Repayment, Interest Rate, Commitment Fee, Management

Fee serta Fee lainnya sebagaimana tertera dalam Bagian Ill tentang
Persyaratan Harga dan Loan poin 2 huruf b tentangyBratan Loan dalam
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat No. Pol.
RKSS/NEGTEK/04/KE.O5/VII/2009; ------=--=-==mmmmmmmmm oo
Sehingga apabila dilihat dari isi surat Dirjen PRalotaan Utang
Departemen Keuangan No. S-747/PU/2009 tertang@aitéber 2009 maka

apabila diperintahkan kepada Pelapor melalui pihBblri agar

"menyampaikan kembali loan proposal yang telah dilengkapi dengan
terms and conditions dengan rate yang pasti’ maka tindakan Pelapor yang
mengubah beberapa itelerms and conditionselain menambahka@redit
Premium Riskersebuttidak dapat dikategorikan sebagaiPost bidding
dan sah-sah saja karena apabila pelapor beranggapan balean
proposal awal yang diajukan belum dirasa kepastian nilain da
prosentasenya maka pelapor diperbolehkan untuk whahgya dan
tindakan penambahan atau perubahan yang dilakuledepd? tersebut
memiliki dasar yang jelas yaitu surat Dirjen Peotgn Utang Departemen
Keuangan No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktobe®206
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45.6

45.7

45.8

45.9

45.10

45.11
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Bahwa atas dasar analisa di atas maka Investigaoilai bahwa tindakan
panitia yang secara sepihak menggugurkan PT. Gearsad® Nusantara
dengan alasafost biddingtidak masuk akal dan tidak memiliki dasar
hukum yang kuat dan diduga pengguguran PT. Genmsa@emMusantara
terkait persyaratan kelengkapéan proposal merupakan suatu bentuk
fasilitasi yang diberikan panitia untuk memenangl&h. Krida Kreasi
TiASAraNa; —--------mm = m o
Bahwa berdasarkan hasil perhitungan harga per kapal patroli yang
dilakukan oleh Saksi Ahli Bidang Perkapalan, haygag wajar untuk
setiap unit kapal yang dapat disampaikan dalametenerkait adalah
sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah)--------------------
Bahwa berdasarkan hasil perhitungan tersebut, hpegemwaran yang
diajukan oleh PT. Krida Kreasi Tirta Sarana yangbesar Rp.
6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) adalah terlalahal dan tidak

Bahwa bila dilihat dari nilai pagu anggaran yangesar US$ 30.000.000
dan harga hasil perhitungan Saksi Ahli Bidang Realan, maka
seharusnya negara dapat memperoleh jumlah kapalipelbih banyak dari
jumlah kapal yang ditawarkan oleh PT. Krida Kréeadia Sarana; -----------
Bahwa atas dasar hal tersebut, maka tim investigatenyimpulkan
terdapat potensi kerugian negara dalam Pengadapal Ratroli Kelas C
Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005; --———----------=-==--=--—-
Persekongkolan Vertikal; ----------=--=-=-=m-m oo

Berdasarkan uraian fakta tersebut dapat diketahlwva pengadaan kapal
patroli kelas C yang merupakan obyek tender dalerkapa ini sebenarnya
telah dilakukan pada tahun 2006 namun dibatalkadaPsaat pengadaan
tahun 2006 tersebut, PT. Krida Kreasi Tirtasaralaht masuk sebagai
calon penyedia jasa hamun prosesnya dibatalkan iyaligasinya terkait
dengan keaslian produk. Proses pengadaan tersepotidian diulang
kembali pada tahun 2009 dengan peserta yang lahegptpra-kualifikasi
adalah: -------mm e
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\[o] Pihak Agen Supplier Lender
1 | PT. Mitra Usaha Logindg Hanwha Corp Korea Korea Exim Bank
2 | PT. Krida Kreasi Microscene Advanced| NORD LB Singapore
Tirtasarana Pte Ltd Branch
3 | PT. Gema  Persadarhornycroft Maritime ANZ Singapore
Nusantara & Branch
Associate AUST

Setelah proses pra-kualifikasi, Panitia Tender kudan pembukaan
dokumen penawaran dengan 2 (dua) tahap pembukaanalisetelah tahap
pertama, peserta diberikan kesempatan untuk meeigiiopenawaran dan
menghasilkan penawaran peserta sebagai beriket—-----------------—-—-

Pembukaan Penawaran
NETE! Pembukaan Penawaran | |

Perusahaan

Harga ($) Kuantitas Harga ($) ERIES

1. |PT-MitaUsaha | 545000000 24 30.000.000 70
Logindo

o |PT.KridaKreasi | 50450000 25 30.000.000 50
Tirta Sarana

3. | PT.GemaPersada .4 993007 45 20.998.002 75
Nusantara

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal ydakguttan oleh PT. Mitra
Usaha Logindo dan PT. Krida Tirta Sarana mengirgilidean adanya
perubahan yang tidak wajar pada kuantitas kapaj géawarkan yaitu naik
100% bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjumgajadi petunjuk
bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui 2 (dbap tersebut
telah memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usabgihdo dan PT. Krida
Tirta Sarana untuk meningkatkan posisi tawarnyagdenmeningkatkan
penawarannya secara tidak wajar dibanding penaveavah------------------

Selanjutnya, berdasarkan fakta tahap penilaian rdeku penawaran

(khususnya aspdkan) ditemukan fakta sebagai berikut:

No. Nama Bobot Nilai
1. PT. Krida Kreasi Tirta Sarana 0,1500
2. | PT. Mitra Usaha Logindo Tidak dapat nilai
3. PT. Gema Persada Nusantata  Tidak dapat dinilarenia post
bidding (gugur)
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Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya &apermintaan
koreksi atasoan proposaldilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema
Persada Nusantara namun setelah dilakukan perbatkafoan proposal
tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT. Geeraada Nusantara
telah melakukapost biddingdan menggugurkannya sebagai peserta tender.
Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut jelasnumukkan
ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkaan tender dimana
seharusnya ketika peserta tender tertentu tidalgkégn memenuhi
persyaratan maka seharusnya langsung digugurkanm&anitia Tender
justru memberikan kesempatan untuk memperbaikisgtamjutnya setelah
dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggkeyurpadahal secara
faktual, kompetensi untuk menentukan substdoan proposaldimiliki

olehlenderdan bukan peserta tender; --------==--==--m - - eemeeeee -

45.12 Persekongkolan Horisontal; ---------=--=-===--s oo
Berdasarkan fakta terkait dengan proses penila@kurden penawaran
peserta diketahui bahwa terdapat kekurangan lpadaproposalPT. Gema
Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo:yahy-------------------
45.13 Pada loan proposal PT. Gema Persada Nusantara tidak

mencantumkagredit risk premiunsecara pasti;
45.14 Loan proposal PT. Mitra Usaha Logindo tidak mencantumkan
besaran tingkat bunga; --------=---==-==== == s s
Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Geeraada Nusantara dan
PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakukan koreksin proposalnamun
hingga batas waktu yang ditentukan PT. Mitra Usdlogindo tidak
melakukan koreksi apapun terhad@an proposalyang berakibat pada
gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai pesendete Fakta tersebut
selanjutnya menjadi petunjuk bahwa tindakan PT.raMilsaha Logindo
telah sengaja memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tatasa dengan tidak
melengkapi atau mengkorekigsian proposalyang merupakan salah satu
persyaratan dokumen penawaran; -----------==-————-==mmsmmmmmmm oo
46. Menimbang bahwa Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tigt@na, Terlapor I, PT. Mitra

Usaha Logindo dan Terlapor lll, Panitia Pengadaapak Patroli Kelas C Program
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49.
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Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 tidak menyerahkéesimpulan Hasil
Persidangan sampai dengan jangka waktu Pemeriksautan berakhir; -------------
Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktwmelfiksaan Lanjutan dan
perpanjangannya, Komisi menerbitkan Penetapan KomisNomor
43/KPPU/Pen/VI/201tanggal 30 Juni 2011 tentang Musyawarah Majelis isom
Perkara Nomor 42/KPPU-L/2010ide bukti A79); --------==mmmmmmmmmmmmm oo
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majebmisi, Komisi
menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 138/KPPU/Ke@@l1 tanggal 30 Juni
2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai ildemisi pada Musyawarah
Majelis Komisi Perkara Nomor 42/KPPU-L/201Mde bukti A80); ---------------------
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikatikdn Keputusan Jangka
Waktu Musyawarah Majelis kepada para Terlapatgbukti A82, A83, A84); -------
Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawaralelisid{omisi, Majelis
Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaiararyg cukup untuk mengambil

PULUSAIN; === oo

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutanar(gghya disebut “LHPP”),

Tanggapan/Pembelaan/Pendapat para Terlapor, BA&;ssuat dan dokumen-dokumen

dan alat bukti lainnya dalam perkara ini, Majelieniisi menilai, menyimpulkan dan

memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukutarngntelah terjadi atau tidak

terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pardaper dalam perkara qua Dalam

melakukan penilaian, Majelis Komisi menguraikaredabeberapa bagian, yaitu: ----------

© 0o N o 0o b~ W DdPRE

Tentang Dugaan Pelanggaran;-------==========mmmemm oo

Tentang Identitas Para Terlapor; ---------=-=-———-m-memm oo

Tentang Objek Perkara; ---- e

Tentang Persekongkolan Horizontal; -----------——-=-===-m e s
Tentang Persekongkolan Vertikal; -----------=-===mmm oo
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Ta®@@r-1-----------------------—-

Tentang Kesimpulan; --------===memmmm e e

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutys---------------------------
Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ---------———=--=-mmmmmmmmm oo
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Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimasahat di atas;

1. Tentang Dugaan Pelanggaran;

SALINAN

Menimbang bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPP pada pololenyimpulkan adanya

bukti pelanggararPasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang disakwleh

Para Terlapor, yaitu: --------=mmmmm oo

1.1

1.2.

Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Tenal dan Terlapor I
dilakukan dengan cara Terlapor Il tidak melakukareksi apapun terhaddpan
proposalyang berakibat pada gugurnya Terlapor Il sebagsepa tender. Karena
sebagaimana diketahuoan proposal dari Terlapor Il tidak mencantumkan
interest rate (besaran tingkat bunga) secara pasti. Fakta tgrssddanjutnya
menjadi petunjuk bahwa tindakan Terlapor Il telahgaja memfasilitasi Terlapor
| dengan tidak melengkapi atau mengkorédan proposalyang merupakan salah
satu persyaratan dokumen penawaran; --------————=========mmmmmm oo
Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Tertaplh, Terlapor | dan
Terlapor Il yaitu dengan cara Terlapor Il sebaBainitia Tender melakukan
sistem pembukaan penawaran dengan 2 (dua) tahapalisetelah tahap pertama,

peserta diberikan kesempatan untuk mengkoreksiwaaa dan menghasilkan

Pembukaan Penawaran | Pembukaan Penawaran Il

Nama Perusahaan

Harga ($) Kuantitas Harga ($) Kuantitas
1. PT. Mitra Usaha Logindo 30.000.000 24 30.000.p00 70
2. PT. Krida Kreasi Tirta Sarana| 30.000.000 25 0360.000 50
3. PT. Gema Persada Nusantara 29.998(027 65 200298 75

Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal ydakudian oleh Terlapor 1l dan
Terlapor | mengindikasikan adanya perubahan yaektivajar pada kuantitas
kapal yang ditawarkan yaitu naik 100% bahkan leldihkta tersebut yang
selanjutnya menjadi petunjuk bahwa mekanisme peadulpenawaran melalui
2 (dua) tahap tersebut telah memberikan fasiligggala Terlapor Il dan Terlapor
| untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan mermtigin penawarannya
secara tidak wajar dibanding penawaran awal. Sdlayg berdasarkan fakta

tahap penilaian dokumen penawaran (khususnya &saelproposal ditemukan

fakta sebagai berikut: ---=-=======n=emmmmemem e e
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INET Bobot Nilai
PT. Krida Kreasi Tirta Sarana 0,1500

PT. Mitra Usaha Logindo Tidak dapat nilai

wiN e

PT. Gema Persada Nusantara Tidak dapat digitenikpost bidding(gugur)

2.

Menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya &gtesmintaan koreksi atas
loan proposaldilakukan oleh Terlapor 11l kepada PT. Gema Peadddsantara.

Namun setelah dilakukan perbaikan dtzn proposaltersebut, Panitia Tender
justru menetapkan PT. Gema Persada Nusantara redtkukanpost bidding

dan mengugurkannya sebagai peserta tender. Oleh&#u, berdasarkan fakta
tersebut jelas menunjukan ketidakkonsistenan Terlap dalam menerapkan
aturan tender dimana seharusnya langsung diguguain Terlapor Il justru

memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan séfyajisetelah dilakukan
perbaikan Terlapor Il justru menggugurkannya sed¢aktual, kompetensi untuk
menentukan subtandoan proposaldimiliki oleh lender dan bukan peserta

teNder; —-mmmmmm e

Identitas Para Terlapor;-----------m-mmmm oo oo

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Terlapor kdasebagai berikut: -----------------

2.1

2.2

2.3

Tentang Objek Perkara,;

3.1

3.2

Terlapor I, PT. Krida Kreasi Tirtasarangang berkedudukan di Jalan Gunung
Sahari Nomor 39 Kelurahan Gunung Sahari Sawah Béskarta Pusat 10720;-
Terlapor 1l, PT. Mitra Usaha Logindoyang berkedudukan di Jalan Swadaya
IV, Rawa Terate, Pulo Gadung, Jakarta; ------———----==-=====-mmmmmmmmmmmeeee-
Terlapor Ill, Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C ProgranliKEkspor
Tahun Anggaran 2005 pada saat tender berlangsenkgedudukan di Jalan
Raya Bekasi Timur Nomor 86 Cipinang, Jakarta Tirh2430 dan pada saat
pemeriksaan berlangsung, berkedudukan di Jalanojoym Nomor 3, Jakarta

Selatan; --=-==mmemmmm e e

Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Peraja#@pal Patroli Kelas C
Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 di Kegpai Negara Republik

10 [ 7= P
Bahwa nilai tender ini adalah sebesar US$ 30.000(€i@a puluh juta dolar

AMEIIKA); ====mmmmmm e e
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4. Tentang Persekongkolan Horizontal;----------=-==-==mmmsmmm oo

4.1

4.2

4.3

Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undamgrNo Tahun 1999,
persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentykiju persekongkolan
horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungaari dpersekongkolan
horizontal dan vertikal; ---------=-==-=== == s
Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizatéah persekongkolan
yang terjadi antara pelaku usaha atau penyediadpatan jasa dengan sesama
pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pegajmprsekongkolan vertikal
adalah persekongkolan yang terjadi antara salahasatl beberapa pelaku usaha
atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tetderpanitia lelang atau
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau penpederjaan; sedangkan
gabungan persekongkolan horizontal dan vertikalaadpersekongkolan antara
panitia tender atau panitia lelang atau penggumanigadan jasa atau pemilik
atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usahaemyedia barang dan

Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan gbelna Terlapor adalah

sebagai berikut; ------=-==m =

4.3.1 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----------——--=-==-==mmmmmmmmmeo
4.3.1.1 Bahwa dalam LHPP dinyatakan hal-hal sebagai berktt------

a. Berdasarkan fakta terkait dengan proses penilaiuoirden
penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekamgrapa
loan proposalPT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra
Usaha Logindo yaitu: ------=--=========mmmm e oo
1. Padaloan proposalPT. Gema Persada Nusantara tidak

mencantumkauwredit risk premiunsecara pasti; -----------
2. Loan proposal PT. Mitra Usaha Loginddidak
mencantumkan besaran tingkat buniggefest rate)-----
Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Geeraada
Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakuk
koreksi loan proposal namun hingga batas waktu yang
ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan

koreksi apapun terhaddpan proposalyang berakibat pada
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gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai peseridete
Fakta tersebut selanjutnya menjadi petunjuk balmdgakan
PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasilifa$i
Krida Kreasi Tirtasarana dengan tidak melengkagu at

mengkoreksiloan proposal yang merupakan salah satu

persyaratan dokumen penawaran;--------------———--------

b. Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya
persekongkolan horizontal tersebut adalah: ----------------

1. Berita Acara No. Pol: BA/O4/Klarifikasi/KE.05/X/280
tentang Kklarifikasi Penilaian Aspek Financingpah
proposal) Dalam rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi
Tipe C Program Kredit Ekspor TA 2005; ----------—---

2. Keterangan (BAP Penyelidikan) terhadap panitia ¢end
dan seluruh peserta tender; ------------------——---m--—-

4.3.1.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor | menyatakarhdial

sebagai berikut: ---------mmmm oo

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, hallbtetrselak
dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh Investigatang
berkesimpulan tindakan PT. Mitra Usaha Logindo yatak
memenuhi permintaan panitia tender untuk melakukan
koreksi loan proposal tersebut dalam batas waktu yang
ditentukan adalah sebagai bentuk kesengajaan untuk
memfasilitasi PT. Krida Kreasi Tirtasarana untute@dipkan

sebagai pemenang tender; -----------=-=-- - s e —— e

b. Bahwa penyelenggaraan tender pengadaan Kapal iPatrol

Kelas C Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005 d

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merapak

lelang internasional sebagaimana dimaksud Lampifdab

IV B.3.d dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun3200

sehingga penilaian baik teknis, harga maupun loan

melibatkan kedutaan besar Negara Indonesia yaraglbet

Negarasupplier, kedutaan besar Negasapplieryang berada
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di Indonesia serta melibatkan Notaris Publik di &leg
supplier dimaksud, sehingga dengan demikian proses
penilaian dimaksud telah dilakukan secara transpalan
objektif dengan tetap berpedoman pada ketentuaatysan
perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksarmramaiet
internasional dimaksud; -----------=-=-===mmmsmmem oo
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diataskama
terbukti tidak ada persekongkolan horizontal anfeedapor

| sebagai Pemenang Lelang dengan Terlapor [k——-----

4.3.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor Il menyatakdrhdia

sebagai berikut: -------==-=mmmm e

a.

b.

Bahwa Investigator telah tidak fair dalam menyarkaai
data atau fakta, dan telah pula sangat naif bemaggulalam
poin 17 LDP yang pada pokoknya mengatakan: bahwa
berdasarkan fakta terkait dengan proses peniladnden
penawaran peserta diketahui bahwa terdapat kekamgrapa
loan proposalPT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra
Usaha Logindo yaitu: ------=--=========m s e
1. Loan proposal PT Gema Persada Nusantara tidak
mencantumkaugredit risk premiunsecara pasti; -----------
2. Loan proposal PT Mitra Usaha Logindo tidak
mencantumkan besaran tingkat bunga; ---------——--
Atas hal tersebut, Panitia Tender meminta PT. Gearaada
Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk melakuk
koreksi loan proposal namun hingga batas waktu yang
ditentukan PT. Mitra Usaha Logindo tidak melakukan
koreksi apapun terhaddpan proposalyang berakibat pada
gugurnya PT. Mitra Usaha Logindo sebagai pesendete
Fakta Tersebut selanjutnya menjadi petunjuk balwaakan
PT. Mitra Usaha Logindo telah sengaja memfasili@$i
Krida Kreasi Tirta Sarana dengan tidak melengkatpu
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mengoreksi loan proposal yang merupakan salah satu

persyaratan dokumen penawaran;----------=---———--------

1.

Bahwa apa yang dikemukakan Investigator tersebut
diatas ternyata Investigator tidak lebih jauh
mengemukakan fakta apakah PT. Gema Persada
Nusantara ada  melakukan  koreksi  sehingga
memungkinkan untuk bersaing dengan Terlapor 1?
Investigator hanya menyatakan Terlapor Il saja yang
tidak melakukan koreksi tetapi tidak menjelas pdrdda
tidaknya koreksi dari PT. Gema Persada Nusantaa, D
nalar Investigator mengatakan Terlapor Il telah
memfasilitasi Terlapor | dengan tidak melakukaneksr
terhadagoan proposaladalah nalar yang terlalu naif dan
tidak berdasar karena Terlapor Il sendiri sangat
menghendaki memenangkan lelang tersebut, yang untuk
itu telah banyak membuang biaya, waktu dan tenaga,
Bahwa Terlapor Il sendiri telah berusaha untuk
memperbaiki loan proposal sebagaimana yang
dimintakan oleh Terlapor I, namun Terlapor |l
mendapat jawaban dari lender bahvean proposal
yang sudah diajukan sudah benar dan tidak penlpalr
lagi. Dalam kondisi seperti itu Terlapor Il memgrada
akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan PPK
(Terlapor 111) melakukan korekdban proposalsampai
dengan batas waktunya,; -----------=--===-=m s e
Bahwa selain itu, berdasarkan fakta hasil penilaian
dokumen penawaran yang disajikan dalam LDP (vide
halaman 5 huruf d), ternyata sanggahan PT.Gema
Persada Nusantara yang mengklaim bahwa dirinyg yan
paling baik (vide LDP butir 15.2 huruf (b) tidakssei
fakta. Fakta berdasarkan hasil penilaian aspekgakan

aspek loan (vide halaman 5 huruf d), ternyata PAm&
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Persada Nusantara nilainya tidak lebih baik dariaper
[} =m e e e

Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya lgaasti
dalam LDP berkesimpulan wajar dan sudah seharuBitya
Gema Persada Nusantara dikalahkan dalam lelangg
dari dan karenanya tidak pada tempatnya Investigato

memberikan kesimpulan bahwa Laporan Hasil
Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang hdaje
KOMISI.”; =mmmmm e m e oo oo e
 Bahwa hal lain yang tidak dapat diterima Terlapbr |
adalah Investigator telah keliru dan Terlapor Ihgst
keberatan dalam LDP butir 10.2 huruf (b) angka (1)
dikatakan Terlapor Il selaku agen SUPPLIER HANWHA
CORP. Korea, karena Terlapor Il tidak pernah bekerj
sama dengan perusahaan tersebut. Yang benar drerlap

Il adalah selaku agesupplierSAMWON Corp.; ----------

4.3.1.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor Ill menyatakakhal

sebagai berikut: -----=-==-=mmmmm e

Bahwa dugaan adanya persekongkolan horizontal sekadi
tidak terbukti, karena PT. Mitra Usaha Logindo lela
menjawab surat Panitia Pengadaan No. Pol: B/11280¢
tanggal 21 Oktober 2009 yaitu melalui surat Nomor:
068/MUL/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal
Tanggapan surat B/1128/X/2009/Sdelog yang menyataka
setelah berkoordinasi dengdmeender (Korea Exim Bank)
bahwa permintaan perubahdoan proposal tidak perlu
dilakukan, karena suku bunga CIRR adafifating yaitu
berubah setiap tanggal 15 setiap bulannya, makatyegan
waktu dapat dilakukan dengan menyesuaikan suku aung

pada kurun waktu; ----=-=-=====m=mmm e

4.3.1.5 Bahwa terkait dengan Persekongkolan Horizontal, eNsgj

Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; --------—--------=--~-—--—-
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Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor Il menyebutkdmvh
telah berusaha untuk memperbaikioan proposal
sebagaimana yang dimintakan oleh Terlapor Ill, mamu
Terlapor Il mendapat jawaban dari lender bahlwan
proposalyang sudah diajukan sudah benar dan tidak perlu
dirubah lagi. Dalam kondisi seperti itu Terlapor dada
akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan Terlador |
untuk melakukan korek$#ban proposakampai dengan batas
waktu yang ditentukanDalam hal ini Majelis Komisi
menilai bahwa tindakan Terlapor Il tidak memasukkan
kembali koreksi loan proposal sesuai dengan fakta di
persidangan hasil dari pemeriksaan terhadap Terlapo
[I. Menurut Terlapor Il sebagaimana tercatat dalam
Berita Acara Pemeriksaan, bahwa kekurangan yang
terdapat pada Loan proposal karena @ tidak
mencantumkan besaran tingkat suku bunga i(terest
rate) murni merupakan kewenangan dari pihak lender
dan bukan kewenangan dari pihak agen. Majelis Komis
menilai bahwa Terlapor Il hanya sebagai agen dalam
tender ini dan kewenangan untuk membuat dan
merubah loan proposal berada di pihak lender sehingga
tuduhan dari Investigator tidak terbukti bahwa Terl apor

Il telah secara sengaja tidak memasukkan kembali
koreksi loan proposal dengan tujuan untuk memfasilitasi

Terlapor | sebagai Pemenang---------------=-=-=-=------------

5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -------=-=-=====mmmmememm oo

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkataiikal adalah

5.2

persekongkolan yang terjadi antara salah satu la#herapa pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa dengan panitia tendepatatia lelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerqaan----------------------------

Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan olataprerlapor adalah sebagai
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5.2.1 Tentang Persekongkolan Vertikal; --------==-===mmmmmmmmm oo
5.2.1.1 Bahwa dalam LHPP dinyatakan hal-hal sebagai berktt------

a. Bahwa Setelah proses pra-kualifikasi, Panitia Tende
melakukan pembukaan dokumen penawaran dengan 2 (dua
tahap pembukaan dimana setelah tahap pertama,tgeser
diberikan kesempatan untuk mengkoreksi penawaran.
Berdasarkan fakta perubahan kuantitas kapal ydagutan
oleh PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreastal
Sarana mengindikasikan adanya perubahan yang wegk
pada kuantitas kapal yang ditawarkan vyaitu naik %400
bahkan lebih. Fakta tersebut yang selanjutnya rdenja
petunjuk bahwa mekanisme pembukaan penawaran mzlalu
(dua) tahap tersebut telah memberikan fasilitasaéapPT.
Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta S&ra
untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan menikgkat
penawarannya secara tidak wajar dibanding penawaran
AW - ==

b. Bahwa menurut fakta sebagaimana diuraikan sebelamny
bahwa permintaan koreksi atasin proposaldilakukan oleh
Panitia Tender kepada PT. Gema Persada Nusantamanna
setelah dilakukan perbaikan atésan proposal tersebut,
Panitia Tender justru menetapkan PT. Gema Persada
Nusantara telah  melakukan post bidding dan
menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh katgna
berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan
ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapkaan
tender dimana seharusnya ketika peserta tendenteridak
lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya langsu
digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan
kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya &etela
dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggcaur

padahal secara faktual, kompetensi untuk menentukan
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substansiloan proposal dimiliki oleh lender dan bukan
peserta tender; -------=====mmmmm e

c. Bahwa alat bukti yang mendukung terbuktinya
persekongkolan vertikal tersebut adalah: ----——---------
1. Telegram Rahasia (TR) 1251 Kepala Kepolisian
Republik Indonesia; --------=-========mmmmmmmm oo
2. Berita Acara Negosiasi Teknis
No.Pol.BA/0O4/NEGTEK/KE.05/1X/2009 tentang
Klarifikasi Penilaian Aspek Financind-g¢an proposal
Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Tipe C
Program Kredit Ekspor TA 2005 tanggal 8 September
2009
3. Surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan
No. S-747/PU/2009 tertanggal 5 Oktober 2009---------
4. Keterangan (BAP Penyelidikan) terhadap Panitia €end

dan seluruh peserta tender
5.2.1.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor | menyatakarhdial

sebagai berikut; ------=-==-mmm

a. Bahwa Terlapor | menyatakan membantah secara tegas
analisa dugaan pelanggaran berupa persekongkottikale
berupa adanya indikasi perubahan yang tidak wagatap
kuantitas kapal yang dilakukan oleh PT. Mitra Usaha
Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana yaitu a@an
kenaikan 100% bahkan lebih yang dijadikan sebagfinpuk
bahwa mekanisme pembukaan penawaran melalui dap tah
tersebut telah memberikan fasilitas kepada PT.aVitsaha
Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana untuk
meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan
penawarannya secara tidak wajar; ----------------------------

b. Bahwa mengenai adanya peningkatan penawaran oleh PT
Krida Kreasi Tirtasarana (Terlapor I) yang mendtatm PT.

Gema Persada Nusantara (Pelapor) mengalami kenaikan
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100% dari penawaran pertama sehingga dikategorikan
sebagai penawaran yang tidak wajar adalah merupa&in
yang sangat mengada-ada serta tidak berdasar hkenama
peningkatan penawaran yang dilakukan oleh Terlapor
adalah masih dalam kerangka penawaran yang kompetit
lagipula secara normatif juridis tidak ada satuek&tanpun
yang melarang dan atau membatasi nilai tertentanual
peningkatan penawaran oleh Terlapor | daripada vperaan
pertama, karena sesungguhnya penilaian pemenadgrten
tidak hanya berdasarkan penilaian harga tetapiasarlan
akumulasi penilaian atau evaluasi terhadap asplkiste
harga dan aspek loan yang justru dari akumulasilgbem
ketiga aspek tersebut, Terlapor | telah mendapababot
nilai yang tertinggi daripada peserta lain;---——------------
Bahwa mengenai adanpast biddingyang dipersoalkan oleh
PT. Gema Persada Nusantara, merujuk pada ketentuan
sebagai berikut; -------==-====m e
1. Lampiran | Bab IV B. 3.d. dari keputusan Presiden
Nomor 80 Tahun 2003 vyaitu: Peserta pelelangan
internasional memasukkan penawaran administratif,
teknis, harga dan penawaran sumber pendanaannga yan
persyaratannya sesuai dengan ketentuan Overseas
Economie Coorporation for Development (OECD)
menyangkut antara lain: jenis proyek yang memenuhi
syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspo
maupun trade related aid waktu pengembalian
maksimum yang dapat diberikan besarnysurance
premium, interest ratdan sebagainya; ----------------------
2. Lampiran | Bab | C.3.a.2. dari keputusan Presidemor
80 Tahun 2003 yaitu: dalam mengevaluasi penawaran
panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada krdarna

data cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen
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pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila tertapat
hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran
panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klasifika
dengan calon penyedia barang-barang/jasa yang
bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya mliani
untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitialsdja
pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan
mengubah subtansi penawaran. Demikian juga calon
penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menamtaah a
mengurangi atau mengubah penawarannya setelah
penawaran dibukgst bidding; -----------------=-=--=------
d. Bahwa apabila dicermati mengenai lampiran | BalBIlg.d
dari keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tetseb
maka kepada para peserta lelang internasional débainikan
suatu pegangan atau suatu persyaratan dimana petapa
harus terlebih dahulu memasukkan penawaran baik
administratif, teknis dan harga dengan ketentuanshsesuai
dengan Overseas Economie Coorporation for Developme
(OECD) yang termasuk mengenai jenis proyek memenuhi
syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekgooy
dapat diberikan besarnyiasurance premium, interest rate

dan sebagainya; -------==-========mmmmm e

e. Bahwa selanjutnya jika mencermati lampiran Bab3.&2.
telah memberikan penegasan kepada para pesertgy lela
maupun bagi Panitia/Pejabat pengadaan dimana ajpedl
hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaranamak
Panitia tersebut dapat mengklarifikasi dengan cpkmyedia
barang/jasa dengan ketentuan bahwa klarifikasielberts
hanya mengenai hal-hal yang kurang jelas tetapaktid
diperbolehkan mengubah substansi penawaran dan juga
kepada calon penyedia barang/jasa tidak diperbatebktuk

menambah atau mengurangi penawaran setelah pemawara
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dibuka, hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah
memberi suatu peringatan yang merupakan ketentaag y
harus dilaksanakan dan ditaati oleh Panitia/Pejabat
pengadaan maupun para peserta lelang atau penyedia
barang/jasa;-----=----=======smmeme e e
Bahwa karena Tender Pengadaan Kapal patroli Rdks

C Program Kredit Bank Ekspor Tahun Anggaran 2005 in
adalah merupakan pinjaman luar negeri dan dibiajetn
Bank Luar Negeri maka oleh Pejabat Pembuat Komitmen
mengirimLoan proposahsli dari masing-masing peserta atau
yang dinyatakan lulus/memenuhi spesifikasi tekrepada
Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Ripubl
Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kelayakas at
Loan proposamasing-masing perusahaan tersebut;------------
Bahwa atas surat dari pejabat pembuat komitmerekets
kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan
Republik indonesia, untuk mengetahui kelayakiboan
proposal masing-masing perusahaan, maka dapat dilihat
bahwa hanyd.oan proposaldari ANZ Singapore Branch
(PT. Krida Kreasi Tirtasarana) yang memiliKerms dan
Conditions yang lengkap, sedangkdman proposaldari
NORD LB Singapore (PT. Gema Persada Nusantara tida
mencantumkan besaran kredit risk premium secaia qeas
Loan proposaldari Korea Exim Bank (PT. Mitra Usaha
Logindo) tidak mencantumkan besaran tingkat bunga,
pernyataan ini adalah hasil penilaian dari Dirj@ndelolaan
Utang Departemen Keuangan Republik Indonegide(Surat
Direktur Jenderal Pengelolaan utang Departemen Kgaen

No: S-747/PU/2009, tanggal 5 Oktober 2009, Perihal
Penilaian Loan proposal Pengadaan Kapal Patroli &eIC
Program Kredit Ekspor Tahun Anggaran 2005}------------
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h. Bahwa berdasarkan penilaian tersebut diatas, makéaid
Pengadaan telah mengirimkan surat kepada PT. Gema
Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo, ateng
tujuan agarLoan proposaldari NORD LB Singapore (PT.
Gema Persada Nusantara) mengirim kembali khususnya
besaran kredit risk premium dan untu&an proposaldari
Korea Exim Bank mengirim kembali besaran tingkatday
dengan catatan bahwa tidak mengubah item selailg yan
diminta dari Departemen Keuangan Republik Indonesta

i. Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Panitiadee
PT. Gema Persada Nusantara untuk mengirim kerhbah
proposal khususnya besaran kredit risk premium yang
diiringi dengan peringatan bahwa tidak boleh mehnuitam
selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Républ

Indonesia, maka PT. Gema Persada Nusantara mengirim

Loan proposatersebut yaitu: -
1. Credit Risk Premium 6%; -------------=--=-=----—ooemnu-
2. Management Fee semula 0,75% dirubah menjadi %,00%
3. Commitment Fee Semula 1,00% dirubah menjadi 0;75%

4. Interest Rate semula 2,25% dirubah menjadi 1;75%

Dengan alasan bahwa merupakan kebijakan Bank yang
bersangkutan(Vide Surat Direktur PT. Gema Persada
Nusantara Nomor: 41/GPN/I1I/09, tanggal 03 Juni 2009
Perihal Penyampaian Loan proposal Asli);

j. Bahwa berdasarkan pengirimdman proposal dari PT.
Gema Persada Nusantara tersebut terjadi beberajgaapan
dari semula sehingga hal tersebut tidak sesuaiaseaga
yang diminta oleh Departemen Keuangan Republikiedm
dan juga tidak sesuai dengan surat Panitia yanghbeem
peringatan agar tidak merubah item selain yangrdarmleh

Departemen Keuangan
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Bahwa selain isi dari lampiran Bab | B.3.a.2 daepkitusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 200:bart

juga oleh panitia setelah menerima surat dari Depean
Keuangan Republik Indonesia tentang penilaibnan
proposal dan langsung mengirim surat permintaapan
proposal baru kepada PT. Gema Persada Nusantara dengan
catatan bahwa tidak boleh merubah item selain gamgta

oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, sghihgl
tersebut sudah jelas bahwa dilarang menambah, aterub
atau, mengurangi penawaran setelah dibuka penawarhn

PT. Gema Persada Nusantara seharusnya hanya
mencantumkan besaran kredit risk premium sesuai

permintaan dari Departemen Keuangan Republik Inslane

dan bukan mengubah lainnya
 Bahwa berdasarkan adanya perubahan penambahan dan
pengurangan yang dilakukan oleh PT. Gema Persada

Nusantara tentang
a. Management Fee dari 0, 75% menjadi 1.00%; ---------
b. Commitment Fee semula 1,00% dirubah menjadi

0,75%
c. Interest rate semula 2,75% dirubah menjadi 1,75%; -

Dimana hal tersebut telah diperingati oleh pani@a juga
telah diatur dalam lampiran Bab | C.3.a.2 dari Kapan
Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003ikunt
tidak melakukan perubahan baik penambahan maupun

mengurangi penawaran setelah penawaran dibuka--------

5.2.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor Il menyatakdrhdia

sebagai berikut: ---=-=-=-=s=s=mmm e e

a.

Bahwa analisa Investigator bahwa fakta adanya péarb
kuantitas kapal dalam Penawaran ke Il PT. Mitra hdsa
Logindo (Terlapor II) dan PT Krida Kreasi Tirta 8aa
(Terlapor 1) vyang naikk 100% atau lebih telah
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mengindikasikan adanya penawaran yang tidak wagkam
fakta tersebut dikatakan sebagai petunjuk bahwaanmske
pembukaan penawaran melalui 2 (dua) tahap telah
memberikan fasilitas kepada PT. Mitra Usaha Logindo
(Terlapor II) dan PT. Krida Kreasi Tirta Saraf@r(apor I)
untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan menifkgkat
penawaran, adalah analisa yang sangat keliru ddak ti
berdasar karena: -------------=-=-mmm oo
1. Mekanisme melalui 2 (dua) tahap penawaran tersebut
telah dijelaskan oleh Panitia Tender (Terlapor bdhwa
peserta tender diperkenankan untuk meningkatkan
tawaran seberapapun besarnya dari Penawaran |, dan
ketentuan itu tercantum pula dalam Rencana Kena da
Syarat-Syarat (RKSS). Dan, jeda waktunya sendin da

Penawaran | ke Penawaran Il hanya 15 menit;
2. Sebagai peserta tender yang berharap menang adalah
sangat wajar apabila dalam Penawaran | ternyatdaer
dibawah peserta lain kemudian meningkatkan
penawarannya dalam Penawaran Il diatas Penawaran |

peserta lain; -—-----=-======mmm e

3. Dalam perkara ini, walaupun faktanya dalam Penamvar
ke 1l kuantitas kapal yang ditawarkan Terlapor I
melebihi 100% dari Penawaran | namun penawaran
Terlapor 1l tetap berada dibawah Penawaran keTll P
Gema Persada Nusantara; dimana Terlapor Il kuantita
70, sedangkan PT. Gema Persada Nusantara kuayaitasn
75 atau ada kelebihan 5 diatas penawaran Terldpor |
Keadaan yang demikian itu jelas telah sangat kelan
tidak beralasan Investigator berpendapat adanya
penawaran yang tidak wajar dari Terlapor II; ----------

b. Bahwa selain itu adalah menyangkut harga. Dimameydéa

Investigator tidak mempertimbangkan faktanya bahamga
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yang ditawarkan Terlapor Il dalam Penawaran | maupu

Penawaran ke Il berada diatas harga PT. Gema Rersad

Nusantara; vyaitu Terlapor Il sebesar US$ 30.0@)-00

sedangkan PT. Gema Persada Nusantara dalam Penm&wara

Il US$ 29.998.002,- yang berarti harga PT. Gemadiar

Nusantara lebih bagus (kecil) daripada Terlapof-H:-------

1. Bahwa berdasarkan kedua fakta tersebut diatas, lyaik
kuantitas maupun harga dimenangkan PT. Gema Persada
Nusantara, tentu terlalu naif Investigator mendadanya
Persekongkolan Vertikal antara Terlapor Il dengan
Terlapor 1 ----mmmmm oo

Bahwa tentang penetapgost biddingterhadap PT. Gema

Persada Nusantara adalah sebagai keputusan TeHhpo

Adanyapost biddingitu tidak ada fakta yang membuktikan

telah menguntungkan Terlapor Il yang juga tidalpala

memenangkan tender tersebut. Namun karena Invistiga
dalam mengemukakan fakta-fakta menyangkasgt bidding
dimaksud tidak sesuai fakta atau telah melakuk&elkaan

dengan mengatakan keputugaost biddingpada tanggal 13

Mei 2009, sehingga tindakan menggugurkan itu dapat

diartikan supaya peserta tender hanya tinggal perladan

Il saja, yang berarti telah terjadi persekongkolaentikal

antara Terlapor | dan 1l dengan Terlapor Ill, makarlapor

Il perlu pula menanggapinya
Bahwa dalam LDP di bagian Fakta Lain poin 14 meagen
post bidding Investigator dalam butir 14.7 dan 14.8
mengemukakan: pada tanggal 13 Mei 2009 Panitia
melaksanakan evaluasi dan ditemukan adanya pembaha

padaloan proposaldari PT. Gema Persada Nusantara, yaitu:

No | Item Perubahan Proposal loan
13 Mei 2009 (semula) 18 September 2009
1 Interest rate:  2,25% 1,75%
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Management Fee: 0,75% 1,00%
Commitment Fee: 1,00%| 0,75%

wWiN

Panitia memutuskan bahwa PT. Gema Persada Nusantara
telah melakukapost bidding---------------=-==-=-==mmmmmmm -
Bahwa apa yang dikemukakan Investigator itu, bapada
tanggal 13 Mei 2009 Panitia melakukan evaluasi dan
memutuskan PT. Gema Persada Nusantara telah maftakuk
post bidding tidak berdasarkan fakta-fakta sebagaimana
dikemukakan dalam LDP butir 14.4, 14.5 dan 14a6uy ---

1. Panitia memberitahukan kepada PT. Gema Persada
Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo untuk
melengkaplLoan proposalang kurang, akan tetapi tidak
merubah item yang lainnya (sesuai dengan Surati&ani
No.Pol.B/1128/X/ 2009/Sdelog tanggal 21 Oktober
20009)); === m

2. Pada tanggal 23 Oktober 2009 PT. Gema Persada
Nusantara memberitahukan bahwa dsban proposal
dikeluarkan dari NORD LB SINGAPORE dengan
Supplier Microscene Advanced Technologies, Pte..Ltd

(sesuai dengan surat PT. Gema Persada Nusantamar Nom
059/GPN/X/09 tanggal 23 Oktober 2009);--------——-

3. Kemenkeu RI mengirimkan Surat Konfirmasioan
proposal Nomor S-871/PU/2009 tanggal 16 November
20009 -

Tidak sejalan dengan fakta berdasarkan jawabangahag

PPK sebagaimana dalam LDP butir 15.3 huruf b, yang
menjelaskan: ”....bahwdoan proposal dari NORD LB
Singapore yang diajukan oleh PT. Gema Persada Nuaan
tanggal 23 Oktober 2009 untuk memenuhi permintazanitia
Pengadaan sesuai dengan surat Panitia
No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 200
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ternyata telah mengalami perubahan ttaan proposalyang
diajukan pada tanggal 13 Mei 2009-*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam butir 14.45,1%4.6,
dan butir 15.3 huruf b sebagaimana dikemukakanasliat
tidak mungkin pada tanggal 13 Mei 2009 telah agauttesan

post biddingkarena pemberitahuan dari Panitia (Terlapor Il1)
kepada PT. Gema Persada Nusantara dan Terlapamtik
melengkapiLoan proposalyang kurang itu sendiri baru
dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2009 (Surat PRanit
No.Pol.B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober®po--
Bahwa atas dasar itu berarti Investigator telalhsalalam
menilai fakta dan berkesimpulan sebagaimana dal@R L
bagian ANALISA DUGAAN PELANGGARAN (halaman
11 alinea terakhir) yang menyatakan Panitia tidaksksten
dalam menerapkan aturan tender; dimana Investigator
menyatakan: “..Menurut fakta sebagaimana diuraikan
sebelumnya bahwa permintaan koreksi dtas proposal
dilakukan oleh Panitia Tender kepada PT. Gema 8arsa
Nusantara namun setelah dilakukan perbaikan latas
proposal tersebut, Panitia Tender justru menetapkan PT.
Gema Persada Nusantara telah melakyl@st biddingdan
menggugurkannya sebagai peserta tender. Oleh ka#tgna
berdasarkan fakta tersebut jelas menunjukkan
ketidakkonsistenan Panitia Tender dalam menerapka@an
tender dimana seharusnya ketika peserta tendemtietidak
lengkap memenuhi persyaratan maka seharusnya lamngsu
digugurkan namun Panitia Tender justru memberikan
kesempatan untuk memperbaiki dan selanjutnya &etela
dilakukan perbaikan Panitia Tender justru menggkeyur ---
Bahwa karena Investigator telah tidak sesuai fakta
menyebutkan Panitia (Terlapor 1ll) telah memutuskast

bidding terhadap PT. Gema Persada Nusantara pada tanggal
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13 Mei 2009, maka dari itu dan karenanya alasagdsdran
yang disampaikan PT. Gema Persada Nusantara diduga
adanya penyimpangan terhadap ketentuan dan progadgr
telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan pemenary d
adanya dugaan rekayasa tertentu sehingga menghalang
terjadi persaingan sehat, menjadi kabur. Dan kasgna
kesimpulan Investigator dalam menanggapi laporeseleit

dan mengkualifisir sebagai pelanggaran ketentuasal P22

UU No.5 tahun 1999 dan menyatakan layak dilakukan
pemeriksaan masuk ke Tahap Sidang Majelis Komialaad
kesimpulan yang keliru dan tidak berdasar; --——--------

j. Bahwa lebih jauh dari itu, berdasarkan fakta yang
dikemukakan Investigator dalam LDP butir 15.6, ra@da
surat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah) sebagai lembaga resmi yang bertugas dan
berwenang menilai permasalahan lelang, yang mebjawa
konsultasi PPK (Terlapor I1l), menjelaskan bahwebuéti
PT. Gema Persada Nusantara telah menyampaikanskondi
pembiayaan selain yang diminta oleh Kementerianakigan
melalui Panitia Pengadaan selama proses evaluasgad
demikian perubahan tersebut merupakan tindakeast
bidding dalam pelelangan, berarti telah tidak terbantahkan
menurut hukum adany@ost biddingdimaksud; ----------------

5.2.1.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor Il menyatakalhal

sebagai berikut: ------=-=mmmm oo

a. Bahwa adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) taha
adalah sesuai dengan Telegram Kapolri (TR) No.:Pol
TR/1251/XI11/2006 Tanggal 29 Desember 2006 tentang
pelaksanaan metode evaluasi penawaran dua tahap
diberlakukan sejak tanggal ditetapkan untuk seluruh
Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Polri baik pleaga
dari rupiah murni (APBN) maupun PHLN (Kredit Ekspor
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dalam Telegram Kapolri tersebut diatas berapa perse
batasan peningkatan penurunan harga penawaran Hedua
juga di dalam RKSS (Dokumen Pengadaan) tidak ada
pembatasan  besarnya  peningkatan/penurunan  harga
penawaran pertama dengan harga penawaran keduaiHal
telah dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada s=af a

Aanwijzing (penjelasan);-----=-====-=====-ce— e

Jadi tidak benar bahwa penawaran harga melaluiu2)(d
tahap tersebut telah memberikan fasilitas kepadaMiifa
Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirta Saranaukint
meningkatkan posisi tawarnya dengan meningkatkan
penawarannya secara tidak wajar karena PT. Gensader
Nusantara juga mendapat kesempatan yang; sama--------
Dugaan adanya persekongkolan vertikal dan horikonta
adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, kavahaa
gugurnya PT. Gema Persada Nusantara dalam prdaeg le
dimaksud adalah karengost bidding setelah Panitia
melakukan klarifikasi sebagaimana surat No. Pol:
B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009 périha
PenilaianLoan proposalPengadaan Kapal Patroli Kelas C
Program Kredit Ekspor TA. 2005; -----------=---———mmemnmo--
Bahwa klarifikasi ini dilakukan oleh panitia sebaga

perwujudan itikad baik dalam rangka memenuhi ppirisisar
pengadaan antara lain adil/tidak diskriminatif damg

memberikan perlakuan yang sama bagi semua Calon

Penyedia Barang/Jasa,; ----------=-==-====mmmmmmmmm oo
Tindakan PT. Gema Persada Nusantara mengirimkabhdiem
Loan proposal dengan mengadakan beberapa perubahan
mengenai management feedari 0,75% menjadi 1,00%,
commitment feelari 1,00% menjadi 0,75% damterest rate

dari 2,25% menjadi 1,75% adalah tindakaost bidding

mengingat PT. Gema Persada Nusantara diminta untuk
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mencantumkan besara@redit Premium Risksecara pasti
dengan tidak merubah item selain yang diminta Dapkeu
RI/Term and Conditiomlengarrate yang pasfi-------------------

f. Bahwa PT. Gema Persada Nusantara tanpa dilakukannya
proses Kklarifikasi sebenarnya sudah gugur, karkyan
proposahya yang tidak memuaPremium Risksehingga

5.2.1.5 Bahwa terkait dengan Persekongkolan Vertikal, Ni&j&lomisi

menilai hal-hal sebagai berikut: ----------=---——=-mcmmrmm oo

a. Bahwa dalam tanggapannya, Terlapor Il menyebutkan
adanya penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahapatadal
sesuai dengan Telegram Kapolri (TR) No.Pol:
TR/1251/XI1/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
membahas mengenai pelaksanaan metode evaluasi
penawaran dua tahap yang diberlakukan sejak tanggal
ditetapkan  untuk seluruh  Pengadaan Barang/Jasa
dilingkungan POLRI baik pengadaan dari rupiah murni
(APBN) maupun PHLN (kredit ekspor). Pada Telegram
Kapolri maupun di dalam RKSS (Rencana Kerja darréya
syarat) dokumen Pengadaan, tidak ada pembatasamyes
peningkatan/penurunan harga maupun kuantitas lkajpata
penawaran pertama dengan penawaran kedua. Hadlam t
dijelaskan oleh Panitia Pengadaan pada saat acara
Aanwijzing. Dalam hal ini Majelis Komisi menilai
mengenai penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap
dikarenakan Terlapor Ill sebagai Panitia Tender
melaksanakan perintah Kapolri dalam bentuk Telegram
Kapolri (TR) No.Pol: TR/1251/XI1/2006 tanggal 29
Desember 2006. Hal tersebut bukanlah merupakan
inisiatif dari Terlapor Il selaku Panitia Tender u ntuk
melakukan penawaran dengan 2 (dua) tahap sehingga
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Majelis Komisi menilai bahwa kesalahan tidak terdagat
pada Terlapor Ill. Namun, Majelis menilai bahwa
pelaksanaan penawaran harga dilakukan 2 (dua) tahap
adalah tidak dibenarkan mengingat hal tersebut
melanggar Keppres 80 Tahun 2003 pada lampiran | Bab
Il A angka 1 huruf e mengenai penyampaian dan
pembukaan dokumen penawaran. Majelis menilai bahwa
pelaksanaan metode evaluasi penawaran 2 (dua) tahap
yang dilakukan Panitia  berpotensi mengurangi
persaingan, karena hasil dari penawaran pertama tah
diketahui oleh masing-masing peserta tender sehingg
pada penawaran kedua berkurang tingkat kompetisinya
Majelis Komisi menyatakan setuju dengan Surat
Telegram Kapolri Nomor : ST/156/1/2010 tanggal 28
Januari 2010 mengenai pencabutan Telegram Kapolri
(TR) No.Pol: TR/1251/XI11/2006 tanggal 29 Desember
2006 tentang penggunaan metode evaluasi dua tahaprd
merubah pembukaan dan evaluasi penawaran dalam
pengadaan barang/jasa yang semula dilaksanakan 2ud)
kali menjadi 1 (satu) kali sesuai yang tertuang dam
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;--------------=----—-mmmnmu-

b. Bahwa terdapat perbandingan analisa harga rekagitul
perkiraan biaya pembuatan Kapal Patroli Tipe &----------

1. Analisa harga berdasarkan keterangan tertulis yang
disampaikan oleh Ahli, Ir. Triwilaswandio W.P., M.S
selaku Ketua Jurusan Teknik Perkapalan Institut
Teknologi Sepuluh November yaitu; -------------—----

Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patrol Tipe C
Keterangan Harga Minimal Harga Maximal
Konstruksi Lambung dan Geladak Rp. 864.500.000,00 Rp. 932.325.000,00
Painting Rp. 145.000.000,00 Rp. 157.000.000,00
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3 | Perlengkapan Lambung/deck & interior Rp. 522.600,00 Rp. 558.221.000,00
4 | Propulsi Dan Permesinan Rp. 1.922.342.250,00 2R206.440.750,0(
5 | Perlengkapan Listrik Rp. 141.300.000,00 Rp. 18@.800,00
6 | Perlengkapan Navigasi Rp. 137.700.000,00 Rp2083000,00
7 | Radio Komunikasi Rp. 36.000.000,00 Rp. 37.000@DO
8 | Peralatan Keselamatan Rp. 19.200.000,00 Rp. 20@00,00
9 | Inventaris khusus Rp. 45.000.000,00 Rp. 47.5@0000
10 | Sea Trial & Dokumen Kapal Rp. 80.000.000/00 &p000.000,00Q

Nett Biaya Produksi
Margin Profit Galangan (15%)
PPN (10%)

Rp. 3.913.712.250,00
Rp. 587.056.837,5(
Rp. 391.371.225,00

Rp. 4.3886.750,00
Rp548.838.012.5(
Rp. 432.558.675/00

Total Biaya Produksi (Rupiah) Rp. 4.982.140.312(6 Rp. 5.406.983.437,50

2. Analisa harga berdasarkan keterangan tertulis yang
disampaikan oleh Ahli, Dr. Ir. Sunaryo selaku Ketua

Program Studi Teknik Perkapalan Universitas Indianes

Rekapitulasi Perkiraan Biaya Pembuatan Kapal Patroi Tipe C
(dari Dr. Ir. Sunaryo)

No Komponen Biaya Harga (RP)
1 Konstruksi Rp. 1.200.000.000,0P
2 Permesinan Rp. 1.000.000.000,0P
3 | Perlengkapan Kapal Rp. 500.000.000,00
4 | Percobaan dan Commisioning Rp. 200.000.00p,00
5 | Biaya Administrasi Rp. 100.000.000,00
6 | Biaya pihak ke tiga Rp. 400.000.000,00
7 | Pajak Rp. 400.000.000,00
8 | Lain-lain Rp. 200.000.000,00

Total Rp. 4.000.000.000,00

3. Analisa harga berdasarkan keterangan tertulis&dédhli
diatas, bahwa Majelis menyimpulkan harga terendaln A
adalah Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiadr) d
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harga tertinggi Ahli adalah Rp. 5.406.983.437,50n@
Milyar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan
Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma

Lima Puluh Rupiah) ;
Analisa harga oleh Majelis Komisi, bahwa Majelis
menilai tidak ditemukan ketidakwajaran harga pada
penawaran kedua yang dapat menimbulkank uppada

tender ini setelah dibandingkan dengan hasil embbsga

Ahli tersebut diatas;

Berdasarkan USD 1= IDR 9469,95
(Diambil kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli Bank Indonesia pada bulan November 2009)

PT. Mitra Usaha PT. Krida Kreasi PT. Gema Persada

No Berdasarkani@iks HES Logindo Tirta Sarana Nusantara
1 | Harga Per unit Rp. 5.655.454.140 Rp. 3.920.559.300 Rp. 5.502.040.950 Rp. 3.439.343.790,75
2 | Quantity RKS 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit
Quantity RKS x harga
3 | per unit Rp. 254.495.436.300 Rp. 176.425.168.500 Rp. 247.5978@ | Rp. 154.770.470.583,75
4 | Perbedaan dengan RK 69% 97% 61%
Berdasarkan PT. Mitra Usaha PT. Krida Kreasi PT. Gema Persada
No HPS ; .
Penawaran I Logindo Tirta Sarana Nusantara
1 | Harga per unit Rp. 5.655.454.140 Rp. 3.920.559.300 Rp. 5.502.040.950 Rp. 3.439.343.790,75
2 | Quantity Penawaran 45 unit 70 unit 50 unit 75 uni
Quantity x Harga per
3 | unit Rp. 254.495.436.300 Rp. 274.439.151.00(Q Rp. 275.10504 Rp. 257.950.784.306,24
4 | Quantity benefit 25 unit 5 Unit 30 Unit
5 | Financial benefit Rp. 98.013.982.500 Rp. 27.510.204.7%0 Rp. 103.18(0r32,5
gg;bz(:]aagrg?;gi Rp. 248.470.702,5 | (-) Rp. 1.486.424.137,5| Rp. 95.057.512,5 | (-) Rp. 1.967.639.646,75
lgan perk (4,6%) (-27,5%) (1,75%) (-36,4%)
6 | tertinggi Ahli

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahur929;
Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berlmainagai berikut:

6.1

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihaik lantuk mengatur dan

atau menentukan pemenang tender sehingga dapatakibatkan terjadinya

persaingan usaha tidak sehat”
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6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atauktidgjadinya pelanggaran

6.4

Pasal

22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komigmpertimbangkan

unsur-unsur sebagai berikut: ---------==-m=mmmrmem
6.3 Unsur Pelaku Usaha,; -------=====mmmmm oo

6.3.1

6.3.2

6.3.3

unsur
6.4.1

6.4.2

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal laahglindang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalahang perorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukdarbhukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiattam wilayah

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri mauparsama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai k&giausaha dalam
bidang ekonomi; =----m-mm e e

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkamdadah Terlapor I,
PT. Krida Kreasi Tirta Sarana, Terlapor I, PT. MditUsaha Logindo
sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. s/d 2.2 Bagatang Hukum di

AL, ==

Bahwa dengan demikian unsur pelaku usehaenuhi; ---------------------

Bersekongkol; ----==-==mmm e e e e

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdas&#doman Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekdagkdalam
Tender (selanjutnya disebtiPedoman Pasal 22) adalahkerjasama
yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak laias inisiatif
siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya mergkaanpeserta

tender tertentu; e e S e

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekomgisabut dapat

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih; --------=====-=-=--m-memmem -

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukizdakan

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;

d. menciptakan persaingan Semu; --------=--==-=--————mmmmmmmm oo

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya peosgkolan; ---------
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f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipungetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut wkiak untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta tendente; --------

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggamdet atau
pihak terkait secara langsung maupun tidak langskegada pelaku
usaha yang mengikuti tender, dengan cara melaw&armg-----------

Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolaorizdtal

sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.1.4 bagiantahg Hukum,

persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor | damlapor Il tidak
memenuhi unsur persekongkolan kargdak terbukti terjadikerjasama
antara dua pihak atau lebih, yang secara teranguibgyan maupun diam-
diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen bepgragaturan
harga penawaran dan pengaturan area yang dimenamglangan
peserta tender lainnya, serta menciptakan persamingemu di antara

para peserta tender tersebut; -----------=-=-s s m o

Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolaartik&

sebagaimana diuraikan dalam butir 5.2.1.5. Bagiamtang Hukum

persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor Il gien Terlapor | dan

Terlapor Il tidak memenuhi unsur persekongkolarekartidak terbukti

Terlapor Il telah bekerjasama dengan Terlaporn darlapor Il dalam

Penawaran yang dilakukan dengan 2 tahap untuk rséitafsi Terlapor |

dan Terlapor 1l untuk meningkatkan kuantitas pemamwanya dan

menjadikan Terlapor | sebagai pemenang;----------=--=-=========mmmmnuox

Bahwa dengan demikian unsur bersekongkialk terpenuhi; -------------

Pihak Lain; -------m-mmmmm oo oo

Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud wengar Pihak

Lain adalah:----------=-m-m oo

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibatalam proses tender

yang melakukan persekongkolan tender baik pelakahaissebagai

peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yari@it dengan tender

tersebuUt” —---m-m oo
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6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkaradalah para
pihak secara horizontal yaitu Terlapor | dan Testalh yang merupakan
pelaku usaha sebagai peserta tendaaupun pihak lain secara vertikal

yaitu Terlapor 1l yang merupakasubjek hukum lainnya yang terkait

dengan tender; —---------msmmm oo
6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ialaadTerlapor I,
Terlapor Il dan Terlapor Il sebagaimana dimaksathieh butir 2.1. s/d

2.3 Bagian Tentang Hukum di atas. ------------——=-=-=-=-=----m-mmmmmmom-

6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lerpenuhi;

6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan ataentukan
pemenang tender adalah: ----------=-==m o

6.6.2 *“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam pes tender secara
bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkaralpelusaha lain
sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan tpesender
tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan a@enentuan

pemenang tender tersebut antara lain dilakukan whalzal penetapan

kriteria pemenang, persyarataan teknik, keuangaessikasi, proses
tender dan sebagainya.” -------=-==-= == oo

6.6.3 Bahwa Terlapor Il yaitu sebagai Panitia Tenderylaamelaksanakan
perintah dari Kapolri dalam bentuk Telegram Kapd@lfR) No. Pol:

TR/1251/XI11/2006 tanggal 29 Desember 2006 dan éraletbut bukanlah

atas inisiatif dari Terlapor Ill sebagaimana dikaa dalam Analisis
Persekongkolan Vertikal butir 5.2.1.5 Bagian Tegtelukum di atas; ---

6.6.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau rua@en
pemenang tendeéidak terpenuhi; --------=-===mmm s oo

6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingamausdak sehat; ---------------

6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman PasgeBaingan

usaha tidak sehat adalah;--------------------—— - -
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankagi&@an produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang ddakuwlengan cara

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatgegan usaha; --
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Bahwa tindakan Terlapor IlI dalam melakukan sistpenawaran
dengan 2 (dua) tahap bukan merupakan suatu beasikas terhadap
Terlapor | dan Terlapor Il untuk meningkatkan potasvarnya dengan
meningkatkan penawarannya secara tidak wajar dibgkah
penawaran awal dan hal tersebut bukan merupakalakiém yang
menghambat persaingan usaha; ----------------———-==-mmmmmrmmmmeeeo-
6.7.2 Bahwa Tindakan dari Terlapor Il yang tidak memasukkoreksiloan
proposal kembali kepada pihak panitia karena kewenangarulvaér
loan proposalada di pihak lender dan Terlapor Il hanya sebagen
dalam tender ini. Hal tersebut bukan merupakan akad yang
menghambat persaingan usaha; ----------------———-=--— s
6.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkajadieya

persaingan usaha tidak setidak terpenuhi;

7. Tentang Kesimpulan; --------=-mmmmmmm oo
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan udiiaatas, Majelis Komisi

sampai pada kesimpulan sebagai berikut: -------=-=-==-=-m-m-mom oo

7.1

7.2

Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Hamizd yang dilakukan oleh

Terlapor | dengan Terlapor |l; -=-=-=====ssmmmemme e
Bahwa tidak terbukti terjadi Persekongkolan Vetikang dilakukan oleh

Terlapor I, Terlapor | dan Terlapor II; ----=-====-=-mmmmmmmmmm oo

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus --------------=--=-=------—-

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Koma&mpertimbangkan hal-hal

sebagai beriKut; ===-=======smsmsmm oo es

8.1

8.2

8.3

Bahwa Terlapor Ill hanya menjalankan perintah déapolri melalui bentuk
Telegram (TR) No. Pol: TR/1251/XII/2006 tanggal P@sember 2006 dan
bukan atas inisiatif sendiri dalam menerapkan sigienawaran 2 (dua) tahap; --
Bahwa Terlapor Il telah benar menyatakamst biddingterhadap PT. Gema
Persada Nusantara;------------=-=-===-m - oo e
Bahwa Terlapor Il tidak melakukan perbaikan p&okn proposalkarena hal

tersebut murni kewenangan dari pihak lender damblilewenangan Terlapor Il

sebagai pihak agen; ==-=-======mmmmmm e e
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8.4 Bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiattan atau perbuatan
dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimanakdud Pasal 50 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999; --------mmmmmm e e
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup ------------=-=mmmmmm oo
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulatedj serta dengan mengingat
Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun,M8felis Komisi: ----------------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor I, Terlapor Il tidak terbukti secara

sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahud999. ----------------=------
Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawatalam Sidang Majelis Komisi pada
hari Selasatanggal12 Juli 2011 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum pada hdRabu tanggal20 Juli 2011 oleh Majelis Komisi yang
terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, SM.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir.
Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. dan Dr. Suka®nH., M.H. masing-masing sebagai
Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Shohirida, S.H. dan Rosanna Sarita,

S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi, Anggota Majelis Komisi,
Ttd. Ttd.
Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
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Panitera,

Ttd. Ttd.

Shobi Kurnia, S.H. Rosanna Sarita, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Ny. R. Kurnia Syara’nie
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